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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam 

memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi 

harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 

Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. KONSONAN 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 

tidak 

dilambangkan 

 Bā‟ B be ب

 Tā‟ T te خ

 Śā‟ Ś es titik di atas ز

 Jim J Je ج

 Hā‟  H ha titik di bawah ح

 Khā‟ Kh ka dan ha ر

 Dal D de د

 Żal Ż zet titik di atas ر

 Rā‟ R er س

 Zaī Z zet ص

 Sin S es ط

 Syin Sy es dan ye ػ
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 Sād Ş es titik di bawah ص

 Dād d  de titik di bawah ض

 Tā‟ Ţ te titik di bawah ط

 Zā‟  z zet titik di bawah ظ

 ...`... Ayn„ ع

koma terbalik   

(di atas) 

 Gayn G ge غ

 Fā‟ F ef ف

 Qāf Q qi ق

 Kāf K ka ك

 Lām L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nūn N En 

 Waw W We و

 Hā‟ H Ha ھ

 Hamzah ...’... Apostrof ء

ٌ Yā Y Ye 

 

B. VOKAL 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan 

vokal rangkap atau dipotong. 

1) Vokal Tunggal 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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 ََ  Fathah A A 

 َِ  Kasrah I I 

 َُ  Dammah U U 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat transliterasinya sebagai berikut: 

 Zukira= ركُِشَ  Kataba= كَرةََ 

 Yażhabu= َزَْھَةُ  Fa’ila= فَعِمَ 

 

2) Vokal Rangkap 

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan 

huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 

ََ يْ   fathah dan ya Ai a dan i 

ََ وْ   fathah dan wau Au a dan u 

Contoh: 

ُْفَ   Haula= ھَىْلَ  Kaifa= كَ

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 

tanda 
Nama 
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ََ ا ي  
fathah dan alif atau 

ya 
Ā a dan garis 

diatas 

َِ ي  kasrah dan ya Ī i dan garis 

diatas 

َُ و  dammah dan wau Ū u dan garis 

diatas 

Contoh: 

ُْمَ  Qala قَالَ   Qila قِ

 Yaqulu ََقىُْلُ  Rama سَيًَ

 

D. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fath ah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta marbutah yang mati atau harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. 

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h (ha). 

Contoh: 

الَْْطْفَالِ سَوْضَحُ   

=Raudah al-atfal 

=Raudatul atfal 

سَجُ  َُىَّ ًُ ََُْحُ انْ ذِ ًَ  انْ

=Al-Madinah al-munawarah 

=Al-Madinatul Munawarah 

 

E. Syaddah (Tasydid) 
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Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, 

dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, 

yaitu hhuruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 al-Hajj= انْذَجَّ  Rabbana= سَتَُّاَ

لَ   al-Birr= انْثِشَّ  nazzzala= َضََّ

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan 

atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang 

yang diikuti oleh huruf qamariyah. 

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti 

oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu 

huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang duikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang 

diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan 

yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik 

diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata snadang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanda sambung. 

Contoh: 

جُمُ  ظُ  ar-Rajulu= انشَّ ًْ  asy-Syamsu= انشَّ

َْعُ  al-Qalamu= انْقهََىُ   al=Badi‟u= انْثذَِ

 

G. Hamzah 

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah 



 

 

xvi 
 

yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ٌَ  an-nau‟u= انَُّىْءُ  ta‟muruna= ذأَيُْشُوْ

ٌَّ  umirtu= أيُِشْخُ   inna= ا

 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf, ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

 ٍَ ُْ اصِقِ ُْشُ انشَّ  wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin= وَاََِّاللهَ نَهُىَ خَ

=wa innallaha lahuwa khairur-raziqin 

 ٌَ ُْضَا ًِ ُْمَ وَانْ  fa aufu al-kaila wa al-mizana= فَاوَْفىُْانْكَ

=fa auful-kaila wal-mizana 

ُْمُ  ُْىُ انْخَهِ  Ibrahiim al-Khalil= اِتْشَاھِ

=Ibrahimul-Khalil 

 Bismillahi majreha wa mursaha= تِغْىِ اللهِ يَجْشھَا وَيُشْعَهَا

ٍِ اعْرطََاعَ  ُْدِ يَ وَاللهُ عَهًَ انَُّاطِ دِجُّ انْثَ

ُْهِ عَثُِلًْ   انَِ

=walillahi „alan-nasi hijju al-baiti man-

istata‟a ilaihi sabila 

=walillahi „alan-nasi hijjul-baiti 

manistata‟a ilaihi sabila 

 

I. Huruf Kapital 
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Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: 

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh: 

ذٌ اِلَّْ سَعُىْلٌ  ًَّ  wa ma Muhammadun illa rasul= وَيَا يُذَ

حَ يُثَاسَكًانهََّزِي  تِثَكَّ  =lallazi biBakkata mubarakatan 

 ٌُ ُْهِ انْقشُْاَ َْضِلَ فِ ُ ٌَ انَّزِي ا  Syahru Ramadhan al-lazi wazila= شَهْشُ سَيَضَا

fihi al-Qur‟anu 

=Syahru Ramadhanal-lazi unzila 

fihil-Qur‟anu 

 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan. 

Contoh: 

َْةٌ  ٍَ الله وَفَرخُْ قشَِ  nasrun minallahi wa fath un qarib= ََصْشٌ يِ

ُْعاً ًِ ِ الَْْيْشُ جَ -lillahi al-amru jami‟an Lillahil= لِِلّ

amru jami‟an 

ُْىٍ  ءٍ عَهِ ٍْ ُ تِكُمِّ شَ  wallahu bikulli syai‟in „alim= وَلِِلّ

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam 
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Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai 

dengan pedoman tajwid. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan pembagian 

harta waris dalam masyarakat Desa Kuwu dan menganalisis praktik 

pelaksanaan pembagian harta warisan ditinjau dari kompilasi hukum Islam. 

Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut adalah 

deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan fenomena pelaksanaan pembagian 

harta warisan dalam masyarakat Desa Kuwu dengan langsung mewawancarai 

masyarakat Desa Kuwu. Tahap berikutnya yaitu menganalisis praktik 

pembagian harta waris ditinjau dari kompilasi hukum Islam. Hasil penelitian 

menyatakan praktik pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Desa 

Kuwu masih menggunakan adat kebiasaan yaitu membagikan harta waris 

hanya kepada anak, tidak ada bagian yang diberikan kepada ahli waris lain. 

Dalam pembagiannya, masyarakat Desa Kuwu memberikan bagian sama rata 

dari semua anak pewaris. Pembagian semacam ini tidak sesuai dengan 

pembagian yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam secara 

sistematis. Akan tetapi tetap hukumnya sah karna dalam setiap pembagian 

sudah melalui kerelaan dari pihak keluarga sehingga tidak menimbulkan 

pertikaian. 

 

Kata Kunci: Praktik Pelaksanaan Pembagian Harta Waris, Desa Kuwu.
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ABSTRACT 

This study aims to describe the practice of implementing inheritance 

distribution in the Kuwu Village community and to analyze the practice of 

implementing inheritance distribution in terms of the compilation of Islamic 

law. The method used in analyzing the problem is descriptive-qualitative, 

namely describing the phenomenon of the implementation of the distribution of 

inheritance in the Kuwu Village community by directly interviewing the Kuwu 

Village community. The next stage is to analyze the practice of inheritance in 

terms of the compilation of Islamic law. The results of the study stated that the 

practice of implementing inheritance distribution in the Kuwu Village 

community still uses the custom of distributing inheritance only to children, no 

share is given to other heirs. In its distribution, the people of Kuwu Village 

give an equal share of all the heirs. This kind of division is not in accordance 

with the division that has been systematically regulated in the Compilation of 

Islamic Law. However, the law is still valid because in every distribution it has 

been through the willingness of the family so that it does not cause conflict. 

 

Keywords: Practice of the Implementation of the Distribution of Inheritance, 

Kuwu Village. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia yang hidup pasti akan mengalami peristiwa hukum 

yang berupa kematian, dengan demikian akan timbul akibat hukum dari 

kematian tersebut berupa pengurusan dan hak-hak orang yang meninggal 

dunia tersebut oleh keluarga yang di tinggalkannya, serta kewajiban 

seorang yang telah meninggal dunia terhadap keluarga yang telah 

ditinggalkannya. Penjelasan mengenai kewarisan orang yang telah 

meninggal dunia terhadap keluarganya inilah yang diatur di dalam hukum 

kewarisan.
1
 

Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia harus 

memerlukan aturan mengenai siapa saja yang dapat menguasai harta 

tersebut, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara untuk menguasainya.
2
 

Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur’an mengenai hak-hak ahli waris di 

dalam surat An-Nisaa, yang berbunyi: 

 

ا ترََنَ  مَّ ٌْبٌ مِّ ا ترََنَ الْوَالِدٰنِ وَالْْلَْرَبوُْنََۖ وَلِلنسَِّاۤءِ نصَِ مَّ ٌْبٌ مِّ جَالِ نصَِ لِلرِّ

ا للََّ مِنْهُ اَ  فْرُوْضالْوَالِدٰنِ وَالْْلَْرَبوُْنَ مِمَّ ٌْباً مَّ وْ كَثرَُ ۗ نصَِ   

Artinya: 

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 

kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari ibu-bapak dan 

                                                             
1 Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Waris Dalam Hukum Islam 
dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama, Jakarata: Prenadamedia Grup, 2015, h.2 
2Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum 
Positif Di Indonesia), jakarta: Sinar Grafika, 2009, h.2 



2 

 

 
 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah 

ditetapkan”(QS. An-Nisaa;7).
3
  

Dengan demikian hukum waris dalam Islam telah mengatur semua 

hak bagi laki-laki atau perempuan terhadap apa yang dimilikinya. Semua 

manusia yang beragama Islam memiliki hak atas harta yang telah 

ditetapkan kepadanya, baik itu laki-laki, perempuan, ibu, bapak, saudara 

laki-laki, dan saudara perempuan semuanya melikihak atas harta yang 

harus dibagikan sesuai denganaturan dalam hukum Islam. 

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang 

pemindahan kepemilikan harta peninggalan (tirkah), menentukan siapa-

siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-

masing.
4
 Dalam hukum waris terdapat tiga rukun waris yang harus 

terpenuhi. Rukun waris tersebut adalah: 

1. Pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia atau mati, baik itu mati 

haqiqy  yaitu kematian yang dapat disaksikan oleh pancaindra bahwa 

sanya nyawa orang itu benar-benar sudah tidak ada, maupun mati hukmy 

yaitu suatu kematian yang ditetapkan oleh putusan hakim atas berbagai 

sebab, baik itu orangnya benar-benar sudah meninggal dunia ataupun 

orang itu sebenarnya belum meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak 

untuk mewarisi harta yang di tinggalkannya
5
. 

                                                             
3Departemen Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung, Diponegoro, 2003 
4 Tim Resaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, CV. Nuansa Aulia, Bandung: 2004, 
h. 51 
5Dr. Beni Ahmad Saebani,M.Si, Fiqih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) , h. 130. 
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2. Ahli waris, yaitu orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan 

perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang oleh 

hukum untuk menjadi pewaris.
6
 

3. Harta warisan, yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama 

setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai 

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan 

pemberian untuk kerabat.
7
 

Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan waris sering menimbulkan 

perselisihan. Hal itu terjadi karena ketidaktauan para pihak dalam hal 

hukum pembagian harta waris serta adanya rasa tidak puas terhadap bagian 

waris yang diperoleh. Oleh sebab itu hukum waris sangat penting untuk 

dipelajari dan disosialisasikan agar tidak ada lagi perselisihan antar 

keluarga yang disebabkan oleh harta waris. 

Pada dasarnya hukum waris Islam berlaku bagi setiap orang yang 

beragama Islam, walaupun demikian adat dan lingkungan memberikan 

pengaruh yang besar terhadap hukum waris di daerah tersebut.
8
 Secara 

normatif, pembagian harta waris harus dilakukan sesuai dengan ketentuan 

yang telah diatur di dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah. Bagi orang Indonesia 

pembagian waris sudah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

buku ke II pasal 171-193. Didalam pasal-pasal tersebut sudah diuraikan 

dengan jelas mengenai waris dan pembagiannya. 

                                                             
6 Tim Resaksi Nuansa Aulia, op.cit, h, 52 
7Ibid., h. 52 
8Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta, 2004, h.1 



4 

 

 
 

Meskipun aturan dalam pembagian warisan dalam Islam sudah 

sangat jelas sesuai dengan sumber-sumber yang telah ditetapkan oleh 

Allah SWT melalui Al-Qur’an dan As-Sunnah, namun praktik kewarisan 

yang terdapat pada masyarakat muslim di Indonesia belum berjalan sesuai 

dengan syariat yang ditetapkan. Pada realita kehidupan bermasyarakat 

dalam pembagian harta waris mereka cenderung tidak memperhatikan 

dengan baik aturan yang ada dalam Al-Qur’an, As-Sunnah, maupun KHI. 

Khususnya pada masyarakat Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten 

Demak Pembagian harta waris pada daerah ini masih cenderung dibagikan 

sama rata dan diberikan sebelum pewaris meninggal dunia, dan hanya 

anak dari pewaris saja yang mendapatkan warisan. Bahkan pembagian 

waris dibagikan ketika kedua orang tua sudah meninggal. Oleh karena itu 

ketika seorang ayah yang meninggal dunia dan status hart aitu milik ayah, 

maka pembagian waris tidak dilaksanakan selagi ibu masih hidup. 

Seperti yang diketahui, bahwasanya dalam pembagian waris, objek 

kajian yang menjadi pembahasan adalah harta peninggalan si mayit. 

Dilihat dari kajian tersebut sudah sangat jelas bahwa pembagian harta 

waris dilakukan ketika sipewaris sudah meninggal dunia, akan tetapi 

berdasarkan informasi yang diterima, pembagian harta waris di Desa 

Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak tidak seperti itu, Harta 

waris yang seharusnya ahli waris terima setelah pewaris meninggal dunia 

dibagikan ketika anak sudah beranjak dewasa ataupun sudah berkeluarga, 



5 

 

 
 

harta tersebut dibagikan ketika orang tua masih hidup dan dianggap 

sebagai harta warisan
9
. 

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam 

terhadap sistem pelaksanaan pembagian waris di Desa Kuwu, Kecamatan 

Dempet, Kabupaten Demak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, 

mengingat bahwa penduduk di Desa Kuwu merupakan mayoritas 

penduduk beragama Islam dan berdasarkan informasi awal yang penulis 

terima, fenomena ini sangat menarik untuk diteliti untuk mengetahui 

bagaimana kebenaran yang sebenarnya terjadi di masyarakat Desa Kuwu 

tentang sistem pelaksanaan pembagian harta waris. 

B. Permasalahan 

Berawal dari uraian latar belakang masalah diatas, maka terdapat 

beberapa hal yang harus diketahui, Diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Identifikasi Masalah 

a. Apakah masyarakat Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten 

Demak mengetahui tentang harta waris? 

b. Apakah masyarakat Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten 

Demak mengetahui aturan hukum mengenai pembagian harta 

waris. 

c. Bagaimana sistem kewarisan yang berlaku di masyarakat Desa 

Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak beserta tinjauannya 

menurut Kompilasi Hukum Islam. 

                                                             
9 Hasil wawancara, Bapak Mashadi, tanggal 26 September 2020. 
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2. Batasan Masalah 

Adanya batasan masalah dalam sebuah penelitian sangatlah 

diperlukan agar penelitian yang dilakukan dapat fokus pada substansi 

pembahasan, sehingga tujuan dari penelitian tersebut dapat tersusun 

dengan baik. Oleh karena itu batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah meneliti praktik pembagian harta waris di Desa Kuwu, 

Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. 

3. Rumusan Masalah 

Bersasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis 

uraikan di atas maka rumusan masalah yang penulis ingin kemukakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu, 

Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak? 

b. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap 

pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu, Kecamatan 

Dempet, Kabupaten Demak? 

C. Penegasan Istilah 

Untuk memberikan pemahaman terhadap tulisan yang peneliti buat 

dan agar tidak terjadi kesalah fahaman, maka peneliti akan menjelaskan  

istilah-istilah yang  digunakan peneliti dalam penulisan penelitian ini. 

Adapun istilah-istilah yang perlu  dijelaskan dalam penulisan skripsi yang 

berjudul “ pelaksanaan pembagian harta waris di desa kuwu, kecamatan 
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dempet, kabupaten demak ditinjau dari kompilasi hukum islam” ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan adalah suatu proses perbuatan melaksanakan teori.
10

 

Yang penulis maksud pelaksanaan disini adalah pelaksanaan 

pembagian harta waris, sudahkah sejalan dengan apa yang ditetapkan 

oleh Kompilasi Hukum Islam. 

2. Pembagian adalah perbuatan ataupun sebuah proses memberikan atau 

membagikan harta kekayaan yang dimiliki oleh orang yang sudah 

meninggal dunia setelah digunakan untuk melakukan pengurusa 

jenazah, membayar hutang, dan terlaksanakannya pemberian untuk 

kerabat.
11

 

3. Harta waris adalah harta bawaan ditambah dengan harta bersasa 

setelah digunakan untuk keperluan selama sakit dan pengurusan 

jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
12

 

4. Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

himpunan ketentuan hukum islam yang dituliskan dan disusun secara 

teratur.
13

 

                                                             
10Departemen pendidikan nasional, kamus besar bahasa indonesia, jakarta: Balai Pustaka, 
2007, h. 627 
11 Tim Resaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, CV. Nuansa Aulia, Bandung: 2004, h. 
52 
12Dr. H.A.Sukris Samadi, MH, Hukum Waris Islam di Indonesia, (yogyakarta, Aswaja 
Pressindo, 2013), h. 19-20 
13Abd. Muin, SH, M.Kn dan A. Khotibul Umam, MH. “ Eksistensi Kompilasi Hukum Islam 
Dalam Sistem Hukum Positif”, Jurnal Risalah, vol I (2016): 65 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dari penjelasan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis 

memiliki tujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui kapan masyarakat Desa Kuwu melaksanakan 

pembagian harta waris. 

2. Untuk menjelaskan mengenai pelaksanaanpembagian harta waris 

yang dilakukan oleh masyarakat  Desa Kuwu, Kecamatan 

Dempet, Kabupaten Demak. 

3. Untuk melakukan pendalaman hukum islam terhadap 

pelaksanaanpembagian harta waris yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:  

1. Agar penulis ataupun pembaca dapat menambah wawasan 

terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum waris. 

2.  Mengetahui pelaksanaan pembagian waris di Desa Kuwu, 

Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. 

3. Memberikan dorongan bagi peneliti selanjutnya, sehingga proses 

pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung. 

E. Metode Penelitian 

Dalam proses pengumpulan data sebuah penelitian, metode 

penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian, karena keberhasilan sebuah penelitian dapat ditentukan oleh 
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bagaimana seorang peneliti menggunakan metode yang tepat
14

.Dalam hal 

ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian, yaitu 

mencari dan mengumpulkan data secara langsung dari tempat kejadian 

perkara
15

. Dalam penelitian ini penulis harus turun ke tempat kejadian 

untuk memperoleh data. Digunakan berkaitan dengan pelaksanaan 

pembagian waris dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Lokasi 

yang menjadi obyek penelitian penulis adalah di Desa Kuwu, 

Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. 

2. Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang menjadi 

pengamatan dan atau objek yang menjadi bahan penelitian
16

. Dalam 

hal ini penulis mengambil populasi untuk penelitian ini yaitu 

penduduk dari seluruh masyarakat Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, 

Kabupaten Demak. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat 

mewakili dari populasi dan menjadi objek penelitian. Penetapan 

sampel menggunakan Teknik purposive sampling yaitu Teknik 

                                                             

14Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta:1990, h. 22 
15 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, 
Yogyakarta:2007, h.27 
16Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2004, h.98. 
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penentuan sampel dengan beberapa pertimbangan tertentu
17

. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7 orang, 4 diantaranya 

adalah tokoh masyarakat di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, 

Kabupaten Demak. 

3. Sumber Data 

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan 

dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer yaitu, data utama yang diperoleh dari sumber 

asli yang memuat informasi mengenai bahan yang akan diteliti 

oleh peneliti melalui wawancara dan tanya jawab kepada 

informan.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data pendukung untuk melengkapi 

data primer. Data sekunder dapat diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan (ribrary research) seperti Al-Qur’an dan Hadis, 

Peraturan perundang-undangan (KHI), jurnal-jurnal penelitian, 

dokumen dan arsip resmi, serta dari buku-buku yang berhubungan 

dengan masalah yang sedang di kaji. 

                                                             
17Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung:2012, 
h.85 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data merupakan hal yang paling utama, 

untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, penulis menggnakan 

Teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

yaitu dengan cara observasi, wawancara ataupun laporan dalam 

bentuk dokumentidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.
18

 

a. Wawancara (Interview) 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara (Interview). Wawancara adalah suatu proses 

mengajukan pertannyan secara langsung kepada informan atau 

responden untuk mendapatkan data yang pasti. Dalam hal ini 

penulis mengambil objek lokasi di Desa Kuwu, Kecamatan 

Dempet, Kabupaten Demak dengan mewawancarai beberapa 

warga di Desa tersebut yang dirasa cakap dan mengetahui 

mengenail hal-hal yang sedang diteliti oleh peneliti. 

b. Observasi  

Metode observasi yang dimaksud adalah observasi yang 

tidak hanya terbatas pada ucapan seseorang akan tetapi juga dari 

tingkah laku seseorang, dan lingkungan, keluarga yang berkaitan 

dengan proses kewarisan. Jenis observasi yang digunakan oleh 

penulis adalah observasi non-partisipan, yaitu peneliti tidak 

terlibat langsung akan tetapi peneliti hanya mengamati tingkah 

laku independent. Peneliti hanya mencat, menganalisis dan 

                                                             
18Ibid.,h, 106 
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selanjutnya membuat kesimpulan mengenai perilaku masyarakat 

tersebut.
19

 

5. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara interaktif  dan berlangsung secara 

terus menerus pada saat pengumpulan data.
20

 Pada saat wawancara 

penulis melakukan analisis terhadap jawaban oleh responden dengan 

metode deskriktif analitif, yaitu dengan memilih dan menemukan hal 

yang penting sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian menguraikan 

dan menjabarkan dalam bentuk deskriktif  yang tersusun secara 

sistematis. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk gambaran secara garis besar sitematika penulisan penelitian 

ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

A. Latar Belakang Penelitian 

B. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

2. Batasan Masalah 

3. Rumusan Masalah 

C. Penegasan Istilah 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

                                                             
19 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h.145 
20 Ibid, h. 246 
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E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitia 

2. Populasi dan Sampel 

3. Sumber Data 

4. Teknik pengumpulan Data 

5. Analisis Data 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB II Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan 

A. Konsep Waris dalam Islam 

1. Definisi, Rukun, dan Syarat Waris 

2. Dalil Hukum waris 

3. Asas Hukum waris 

4. Pandangan Ahli Fiqih terhadap hukum kewarisan 

B. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Indonesia 

1. Sitem Hukum Waris Islam 

2. Sistem Hukum Waris Kompilasi Hukum Islam 

3. Sistem Hukum Waris Barat 

4. Sistem Hukum Waris Adat 

C. Kajian penelitian yang relevan 

BAB III Praktik Pelaksanaan Pembagian Harta waris di Desa 

KuwuKecamatan Dempet Kabupaten Demak 

A. Gambaran Umum Desa Kuwu 

1. Letak Geografis 
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2. Kondisi Pendidikan, Sosial Ekonomi danKeagamaan 

Masyarakat Desa kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten 

Demak 

B. Pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu 

1. Identitas Responden 

2. Hasil Wawancara 

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN 

PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA KUWU  

A. Aspek Fikih Kewarisan Islam 

B. Aspek Kompilasi Hukum Islam 

BAB V Penutup 

A. Kesimpulan  

B. Saran. 



 

 

16 
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN 

A. Konsep Waris Dalam Islam 

1. Definisi, Rukun, dan Syarat Waris 

a. Definisi Waris 

Waris adalah aturan mengenai perpindahan hak 

kepemilikan oleh seorang yang sudah meninggal dunia terhadap 

keluarga yang masih hidup (ahli waris). Waris juga dapat disebut 

dengan fara‟idh, yang artinya pembagian harta yang dibagi 

berdasarkan hukum islam kepada semua orang yang berhak 

menerimanya. 

Pengertian diatas sesuai dengan sabda Nabi SAW, yaitu: 

 

َ لدَْ أعَْطَى كُل ذِي حَكٍّ حَمَّهُ فلَاَ وَصٌَِّةَ لِوَارِثٍ   إنَِّ اللََّّ

Artinya:  

“sesungguhnya Allah SWT. Telah memberi kepada orang yang 

berhak atas haknya. Ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli 

waris. (H.R. Ahmad, Abu Dawut, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)
21

 

Idris djakfar memberikan pengertian hukum waris islam 

adalah sebuah aturan hukum mengenai berpindahnya hak 

kepemilikan harta waris, menentukan siapa saja yang dapat 

                                                             
21 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Jufri, Al-Jami’ Al-Musnad Al-Shohih Al-
Mukhtasar Al-Bukhori (Kairo: Dar Tauq Al Najah, 1442) 
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menerima harta waris dan berapa bagian yang diporehnya dari 

masing-masing secara adil sesuai dengan ketentuan syariat.
22

 

Berdasarkan Pengertian hukum waris yang telah 

dikemukakan oleh pakar hukum diatas dapat disimpulkan bahwa 

pada dasarnya hukum waris islam berkaitan dengan berakhirnya 

kepemilikan harta oleh seorang yang telah meninggal dunia dan 

harta itu secara otomatis beralih kepemilikan  kepada ahli 

warisnya. Hukum waris bisa terjadi setelah seseorang meninggal 

dunia dan ahli waris yang dapat menerima harta waris adalah orang 

yang masih hidup dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan 

oleh Allah melalui kitab-Nya Al-Qur’an. maka peralihan harta 

yang dilakukan ketika seseorang masih hidup tidak bisa dikatakan 

sebagai harta waris, melainkan hal tersebut dapat dikatakan sebagai 

hibah atau hadiah. 

b. Rukun Waris 

Dalam hukum waris terdapat tiga rukun waris yang harus 

terpenuhi. Rukun waris tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Pewaris  

Pewaris yaitu orang yang telah meninggal dunia atau mati, 

baik itu mati haqiqy  yaitu kematian yang dapat disaksikan oleh 

pancaindra bahwasanya nyawa orang itu benar-benar sudah 

tidak ada, maupun mati hukmy yaitu suatu kematian yang 
                                                             

22Syamsulbahri Salihima, perkembangan pemikiran pembagian warisan dalam hukum 
islam dan implementasinya pada pengadilan Agama, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015, 
hlm 28 
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ditetapkan oleh putusan hakim atas berbagai sebab, baik itu 

orangnya benar-benar sudah meninggal dunia ataupun orang itu 

sebenarnya belum meninggal dunia. Hal ini harus diketahui 

yang sebenarnya karena manusia yang masih hidup dianggap 

bisa mengendalikan seluruh harta kepunyaannya, dan hal itu 

mutlak (tidak buisa diganggu gugat) oleh siapapun, kecuali 

sudah meninggal. Itu berarti jika seorang membagikan atau 

memberikan hartanya sebelum dia meninggal, tidak dapat 

dikatakan bahwa hal tersebut adalah waris. Ketika seseorang 

sudah mati ataupun dinyatakan matimaka ahli warisnya berhak 

untuk mewarisi harta yang di tinggalkannya.
23

 

2) Ahli Waris 

Ahli waris, yaitu orang yang mempunyai hubungan darah 

atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, 

dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi pewaris.
24

 yang 

dimaksud dengan terhalang oleh hukum adalah orang tersebut 

(ahli waris) telah melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan 

dan mendapatkan sanksi oleh pengadilan. 

3) Harta Waris 

Harta warisan yaitu, harta yang dimiliki oleh orang yang 

telah meninggal dunia yang didapatkan dari bawaan (harta 

yang diperoleh sebelum menikah) ditambah bagian dari harta 

                                                             
23Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) , hlm. 130 
24 Tim Resaksi Nuansa Aulia, op.cit, hlm, 52 
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Bersama (harta yang diperoleh selama menjalani rumah 

tangga) setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama 

sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, 

pembayaran hutang, pelaksanaan wasiat dan pemberian untuk 

kerabat
25

 

c. Syarat-syarat Waris 

Syarat adalah pembahasan diluar dari pembahasan pokok, 

namun harus tetap terpenuhi. Syarat waris ada tiga, yaitu: 

1) Meninggalnya seseorang (Pewaris) 

Syarat waris yang pertama adalah meninggalnya seseorang, 

karena jika tidak ada orang yang meninggal maka proses waris 

tidak akan dapat dilaksanakan. Meninggalnya seseorang itu 

baik secara hakiky maupun secara hukmy. Kematian seseorang 

secara hakiky adalah kematian seseorang yang dapat dipandang 

secara jelas menggunakan panca indra bahwa jasat orang 

tersebut sudah meninggal dunia. Sedangkan kematian secara 

hukmy adalah kematian seseorang yang ditetapkan melalui 

vonis hakim atau putusan hakim dikarenakan tidak diketahui 

keberadaannya secara pasti. 

Menurut pandangan ulama kematian seseorang dapat 

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

                                                             
25Ibid., hlm. 52 
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a) Mati haqiqy (mati sejati), adalah kematian yang dapat 

dilihat oleh panca indra seseorang bahwa orang tersebut 

benar-benar sudah meninggal dunia. Contoh: seseorang 

benar-benar telah meninggal dunia dikarenakan sakit 

ataupun kecelakaan dan jasadnya ada untuk dimakamkan. 

b) Mati hukmy (mati menurut putusan Hakim), adalah 

kematian yang didasarkan oleh putusan hakim baik orang 

tersebut sudah meninggal dunia maupun belum 

meninggal. Contoh: seorang yang jatuh ke jurang dan 

jasadnya tidak dapat ditemukan setelah pencarian 

berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun lamanya 

dan dari pihak keluarga ingin membagikan harta kekayaan 

yang orang tersebut punya ke Pengadilan Agama. 

Dikarenakan setelah kejadian jasad tidak dapat ditemukan 

maka hakim memutuskan bahwa orang tersebut telah 

meninggal dunia. 

c) Mati takdiry (menurut dugaan), mati takdiry merupakan 

kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat oleh 

keluarga atau orang lain bahwa orang tersebut sudah 

meninggal dunia. Contoh: seorang laki-laki pergi 

merantau dari Jawa ke Kalimantan namun ditenggah 

perjalanna laut kapal yang ia tumpangi menerjang ombak 

yang besar dan tenggelam kedasar laut, setelah dilakukan 
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pencarian jasat orang tersebut tidak ditemukan maka dari 

pihak keluarga dan masyarakat disekitar dia tinggal 

menduga bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia.
26

 

2) Adanya Ahli waris 

Kemudian syarat waris yang kedua adalah adanya ahli 

waris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Sebab 

hak kepemilikan dari orang yang sudah meninggal harus 

dialihkan kepada ahli warisnya. Karena ketika harta tersebut 

diberikan kepada orang lain (bukan ahli waris) maka 

perpindahan harta tersebut tidak dapat dikatakan sebagai waris. 

Seorang ahli waris yang telah meninggal dunia maka sudah 

tidak mendapatkan waris. 

3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti 

keberadaan ahli waris harus diketahui secara pasti untuk 

menentukan bagian yang akan didapatkan itu berapa, missal 

jika pewaris mempunyai istri lebih dari satu maka harus 

diketahui dimana saja istrinya dan masing masing istri 

mempunyai berapa anak. Sebab dalam hokum waris islam 

jumlah anak akan mempengaruhi jumlah bagian yang diterima 

oleh masing-masing ahli waris, dan masing masing dari mereka 

(ahli waris) mempunyai bagian hokum yang berbeda-beda, 

                                                             
26Beni Ahmad Saebani, op.cit., hlm.130 
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karena ada yang nantinya terhalang (mahjub) da nada 

yangmendapatkan sisa dari pembagian harta waris (Ashabah).
27

 

2. Dasar Hukum waris 

a. Al-Qur’an 

Sumber yang paling utama dari hukum waris islam adalah 

Al-Qur’an, yang mengatur secara jelas ataupun tersirat. Berikut 

penulis kemukakan beberapa ayat Al-Qur’an yang menjelaskan 

mengenai hukum waris islam, yaitu: 

Qs. An-Nisa (4):7 

ا  مَّ ٌْبٌ مِّ ا ترََنَ الْوَالِدٰنِ وَالْْلَْرَبوُْنََۖ وَلِلنسَِّاۤءِ نصَِ مَّ ٌْبٌ مِّ جَالِ نصَِ لِلرِّ

فْرُوْضًا ٌْباً مَّ ا للََّ مِنْهُ اوَْ كَثرَُ ۗ نصَِ  ترََنَ الْوَالِدٰنِ وَالْْلَْرَبوُْنَ مِمَّ

Artinya:  

“bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua 

orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, 

baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah 

ditetapkan.”
28

 

Dari ayatdiatas menjelaskan bahwa anak laki-laki dan 

anak perempuan dapat mewarisi harta dari peninggalan orang 

tuanya dan tidak memandang usia baik anak itu masih kecil 

ataupun sudah dewasa dan sudah berkeluarga anak dari orang 

yang meninggal tetap dapat mewarisi kedua orang tuanya. Anak 

dari kedua orang tua tersebut juga bisa mendapatkan warisan dari 

                                                             
27Ibid., h 131-132 
28 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Pustaka Assalam, 
2010), h 101 
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kedua orang tuanya (bapak-ibu) dan kaum kerabatnya, baik itu 

anak laki-laki maupun perempuan semuanya mempunyai hak 

yang sama untuk mendapatkan harta warisan dari kedau orang 

tuanya dan tidak membatasi usia, walaupun anak tersebut belum 

balig anak tersebut tetap mendapatkan warisan dari orang tua 

yang sudah meninggal. 

Untuk pembagian harta yang ditinggalkan tersebut Allah 

telah menentukan bagian-bagian untuk masing-masing ahli waris 

yang ditinggalkan dalam surat an-Nisa’ ayat 11-12. 

Qs. An-Nisa (4): 11 

ٌْنِ ۚ فاَِنْ كُنَّ نسَِاۤءً  ًْْٓ اوَْلَْدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الْْنُْثٌََ ُ فِ ٌْكُمُ اللَّه ٌوُْصِ

ٌْنِ فلَهَُنَّ ثلُثُاَ مَا ترََنَ ۚ وَانِْ كَانتَْ وَاحِدَةً فلَهََا النِّصْفُ ۗ  َ فوَْقَ اثنْتَ

نْهُمَا ا ٌْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّ ا ترََنَ انِْ كَانَ لهَٗ وَلدٌَ ۚ فاَِنْ وَلِْبَوََ لسُّدُسُ مِمَّ

هِ  هِ الثُّلثُُ ۚ فاَِنْ كَانَ لهَْٗٓ اخِْوَةٌ فلَِامُِّ وَرِثهَْٗٓ ابَوَٰهُ فلَِامُِّ لَّمْ ٌكَُنْ لَّهٗ وَلدٌَ وَّ

ًْ بِهَآْ اوَْ دٌَنٍْ ۗ اٰباَۤؤُكُمْ وَابَْناَۤؤُ  كُمْۚ لَْ السُّدُسُ مِنْْۢ بعَْدِ وَصٌَِّةٍ ٌُّوْصِ

ٌْمًا  َ كَانَ عَلِ ِ ۗ انَِّ اللَّه نَ اللَّه ٌْضَةً مِّ تدَْرُوْنَ اٌَُّهُمْ الَْرَبُ لكَُمْ نفَْعاً ۗ فرَِ

 حَكٌِمًْ 

Artinya:  

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang 

(pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian 

seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan. Dan jika itu semuanya perempuan yang jumlahnya 

lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka 

dia memperoleh setenggah (harta yang ditinggalkan). Dan 
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untuk kedua ibu-bapaknya, bagian masing-masingnya 

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang 

meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak 

mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya 

(saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang 

meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 

mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) 

setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah 

dibayar) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 

kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih 

banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. 

Sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana.”
29

 

Ayat di atas mengatur mengenai bagian-bagian dari anak-

anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dan bagian dari anak 

laki-laki adalah duakali lebih besar dari bagian anak perempuan, 

sedangkan jika anak dari pewaris tersebut adalah perempuan 

semua dan jumlahnya lebih dari dua maka masing masing 

menerima bagian dua pertiga dari harta yang di tinggalkan, akan 

tetapi jika pewaris hanya mempunyai satu anak saja dan itu 

adalah perempuan maka anak tersebut berhak menerima sebagian 

dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan bagian yang 

dapat diterima oleh kedua orang tua pewaris adalah seperenam 

jika pewaris mempunyai anak, orang tua dari pewaris dapat 

menerima sepertiga dari harta waris jika pewaris tidak 

mempunyai anak dari garis keturunan. Pembagian harta waris 

                                                             
29Ibid. hlm 101-102 
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tersebut dilakukan setelah terbayarnya hutang yang dimiliki oleh 

pewaris dan telah dilaksanakan wasiat yang dibuat oleh orang 

yang meninggal tersebut. 

Qs. An-Nisa (4): 12 

انِْ لَّمْ ٌكَُنْ لَّهُنَّ وَلدٌَ ۚ فاَِنْ كَانَ لهَُنَّ وَلكَُمْ نِصْفُ مَا ترََنَ ازَْوَاجُكُمْ 

ٌْنٍ ۗ  ٌْنَ بهَِآْ اوَْ دَ ا ترََكْنَ مِنْْۢ بعَْدِ وَصٌَِّةٍ ٌُّوْصِ بعُُ مِمَّ وَلدٌَ فلَكَُمُ الرُّ

ا ترََكْتمُْ انِْ لَّمْ ٌكَُنْ لَّكُمْ وَلدٌَ ۚ فاَِنْ كَانَ لكَُمْ وَلدٌَ فَ  بعُُ مِمَّ لهَُنَّ وَلهَُنَّ الرُّ

ٌْنٍ ۗ وَانِْ كَانَ  نْْۢ بعَْدِ وَصٌَِّةٍ توُْصُوْنَ بهَِآْ اوَْ دَ ا ترََكْتمُْ مِّ الثُّمُنُ مِمَّ

نْهُمَا  لهَْٗٓ اخٌَ اوَْ اخُْتٌ فلَِكُلِّ وَاحِدٍ مِّ رَجُلٌ ٌُّوْرَثُ كَلٰلةًَ اوَِ امْرَاةٌَ وَّ

ا اكَْثرََ مِنْ ذٰلِنَ فهَُمْ  شُرَكَاۤءُ فىِ الثُّلثُِ مِنْْۢ بعَْدِ  السُّدُسُۚ فاَِنْ كَانوُْْٓ

ٌْمٌ  ُ عَلِ ِ ۗ وَاللَّه نَ اللَّه ٌْرَ مُضَاۤرٍّ ۚ وَصٌَِّةً مِّ ٌْنٍٍۙ غَ وَصٌَِّةٍ ٌُّوْصٰى بهَِآْ اوَْ دَ

ٌْمٌۗ   حَلِ

Artinya:  

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta 

yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak 

mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai 

anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat 

atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para isteri memperoleh 

seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 

mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri 

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan 

(setelah dipenuhi)wasiat yang kamu buat (dan setelah dibayar) 

utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki 

maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-

laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka 
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bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam 

harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, 

maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, 

setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah 

dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli 

waris). Demikian ketentuan Allah, Allah maha mengetahui, 

maha penyantun.
30

 

Dari ayat diatas Allah menjelaskan bahwa bagian dari 

seorang istri yang ditinggalkan oleh suami adalah seperempat 

dari harta yang ditinggalkan suami jika mereka tidak 

mempunyai anak, jika mereka mempunyai anak maka bagian 

yang didapatkan oleh istri adalah seper selapan dari harta yang 

ditinggalkan. Dan bagian dari seorang duda (suami dari istri 

yang meninggal) adalah setenggah dari harta yang dimiliki oleh 

seorang istri jika tidak mempunyai anak, akan tetapi seorang 

duda hanya mendapatkan seperempat dari harta peninggalan 

isterinya jika mereka mempunyai anak. Dan bagi mereka yang 

meninggal dan sudah tidak mempunyai orang tua dan tidak 

mempunyai anak maka saudara dari pewaris dari jalur ibu baik 

itu laki-laki ataupun perempuan mereka mendapatkan bagian 

masing-masing seper enam dari harta yang ditinggalkan. 

Tentunya pembagian tersebut dilakukan setelah terpenuhinya 

hutang yang dimiliki oleh pewaris dan terlaksananya wasiat 

                                                             
30Ibid,. h, 102-103 
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yang dibuat oleh pewaris. Karena membayar hutang dan wasiat 

hukumnya adalah wajib. 

Qs. An-Nisa (4): 33 

ٌْنَ  ا ترََنَ الْوَالِدٰنِ وَالْْلَْرَبوُْنَۗ  وَالَّذِ ًَ مِمَّ ٌْمَانكُُمْ وَلِكُلٍّ جَعلَْناَ مَوَالِ َ عَمدََتْ ا

دًا ٌْ ءٍ شَهِ ًْ َ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَ ٌْبهَُمْ ۗ اِنَّ اللَّه  فاَٰتوُْهُمْ نصَِ

Artinya:  

“dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami 

telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan 

oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-

orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka 

berikanlah kepada mereka bagiannya. Sunggu, Allah maha 

menyaksikan segala sesuatu.”
31

 

Setiap ahli waris akan mendapatkan harta peninggalan 

(waris) dari bapak, ibu, kerabat, maupun orang yang telah 

melakukan perjanjian dengannya. Sesuai dengan ketetapan 

Allah SWT. 

b. As-Sunnah 

Sumber kedua dari hukum waris islam yaitu as-Sunnah 

atau Hadis. Hadis-hadis yang membahas masalah waris 

antaralain, yaitu: 

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a 

 

 الْحِكُ والْفرََائِضَ بأِهَْلِهَا فمََا بمٌَِفَهَُ وَالأأَوَْلىَ رَجُلٍ ذَكَر

 

 

                                                             
31Ibid,. hlm 108 
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Artinya:  

“Rasulallah SAW bersabda: bagikanlah harta warisan kepada 

ahli waris (ashhabul furuudh) sesuai dengan ketetapan yang 

telah allah berikan, sedang sisanya berikan kepada keluarga 

laki-laki yang terdekat (ashabah).”
32

 

Hadis diatas menjelaskan bahwa seluruh harta waris harus 

dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan yang 

telah Allah berikan dalam Al-Qur’an. Dan jika masih ada sisa 

maka berikanlah kepada mereka keluarga laki-laki yang terdekat, 

dalam hal ini laki-laki yang terdekat adalah anak dari pewaris jika 

tidak ada naka maka diberikan kepada ayah dari pewaris, dan jika 

ayah dari pewaris sudah tidak ada maka berikan kepada saudara 

laki-laki dari jaluir seibu. Jika semuanya masih hidup maka yang 

berhak menerima hanyalah anak laki-laki dari pewaris saja dan 

yang lain tidak menerimanya karena terhalang oleh anak laki-laki 

tersebut. 

3. Asas-asas Hukum Waris 

Berkaitan dengan asas-asas hukum kewarisan dapat ditemukan 

dalam ayat-ayat yang menyangkut hukum kewarisan serta dapat dicari 

dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Asas-asas tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut.
33

 

 

                                                             
32 Ma’mur Daud, terjemahan hadis sahih muslim, jilid.3 (Cet.III;Jakarta:Widjaya,1993), 
h.195. 
33Suhrawardi K. Lubis, Hukum Waris Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h. 39 
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a.  Asas Ijbari 

Asas pertama dalam kewarisan islam adalah ijbari 

(paksaan) yaitu melakukan suatu tindakan dengan bukan 

kemauannya sendiri melainkan aturan-aturan yang telah 

ditetapkan oleh Allah SWT didalam Al-Qur’an dan As-Sunnah 

dengan didasari oleh keimanan yang kuat. Dalam hal peralihan 

harta seorang yang telah meninggal dunia terhadap orang yang 

masih hidup secara otomatis terjadi dengan sendirinya, tanpa 

adanya pernyataan hukum dari seorang pewaris terhadap ahli 

waris bahkan si pewaris ataupun ahli waris tidak dapat menolak 

perpindahan harta tersebut. 

Dengan demikian ketika ada seorang pewaris yang meninggal 

dunia maka hak atas harta peninggalannya secara otomatis 

dikuasai oleh ahli warisnya tanpa bisa melakukan penolakan 

ataupun, baik itu  harta berupa benda, saham, uang tunai atau 

hutang sekalipun. Ketentuan asa ijbari dapat kita temukan dalam 

Al-Qur’an Surat An-Nisa’ (4) ayat 7.
34

 

b.  Asas bilateral 

Asas bilateral yang dimaksud dalam hukum kewarisan adalah 

seorang ahli waris dapat memperoleh hak kewarisan dari kedua 

belah pihak keluarga baik itu dari garis keturunan laki-laki 

maupun dari garis keturunan perempuan, berbeda dengan 

                                                             
34Ibid., h. 40 
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patrileneal yang hanya menarik dari garis keturunan jalur ayah 

saja, matrilineal yang hanya menarik dari garis keturunan jalur 

ibu. Dari patrileneal dan matrileneal secara antropologis akan 

melahirkan suatu suku yang berbeda-beda dalah suatu 

masyarakat.
35

 

Al-Qur’an secara tegas menjelaskan mengenai asas bilateral 

ini dalam Surat An-Nisa’ (4) ayat 7, 11, 12, dan 176. Seperti yang 

dijelaskan dalam ayat 7 bahwa anak laki-laki berhak dari harta 

peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, begitupun 

dengan anak perempuan ada hak untuk mendapatkan harta waris 

dari kedua orang tuanya dan kerabatnya. 

c.  Asas individual 

Pengertian dari asas individu ini didalam hukum waris adalah 

harta waris yang telah dibagikan kepada mssing-masing 

perorangan adalah mutlak milik mereka dan tidak adalagi campur 

tangan dari karib kerabat untuk penggunaanya, sehingga individu 

perorangan tersebut bebas mau dibuat apa harta waris yang telah 

ia dapatkan itu.
36

 

Dengan demikian bagian dari seorang anak laki-laki adalah 

dua dan bagian dari anak perempuan 1 maka anak laki-laki boleh 

melakukan apapun denga 2 itu tadi tanpa harus mempedulikan 

dari saudara perempuannya itu, begitu pula dengan si anak 

                                                             
35Beni Ahmad Saebani, op.cit., h. 52 
36Suhrawardi K. Lubis, loc.cit  
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perempuan tidak boleh menggunakan ataupun ikut campur dalam 

penggunaan bagian 2 dari saudara laki-lakinya itu. 

d.  Asas Keadilan 

Keadilan dalam kontek hukum waris ini adalah keseimbangan 

antara hak dan kewajiban yaitu antara hak yang diperoleh dan 

kewajiban dalam keperluan dan kegunaannya. Maksunya adalah 

menyerahkan hak waris kepada pewaris sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu dua bagi 

anak laki-laki dan satu bagi anak perempuan dan itu merupakan 

keadilan yang dimaksud, bukan kesama rataan dalam 

pembagiannya.
37

 

Keadilan itu menimbulkan hak oleh seorang laki-laki yang 

berupa dua itu tadi untuk menunaikan kewajibannya sebagai 

seorang pemimpin yang menafkahi anak dan istrinya. 

e.  Asas kewarisan akibat kematian 

Dalah hukum kewarisan islam menetapkan bahwa peralihan 

harta kekuasaan dari seorang terhadap orang lain yang bisa 

disebut dengan waris adalah ketika seorang salah seorang tersebut 

sudah meninggal dunia, selain dari itu makan peralihan harta 

tidak dapat disebut dengan waris, baik itu diberikan secara 

langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian harta 

seseorang tidak dapat diwariskan ketika dia masih hidup, 

                                                             
37Beni Ahmad Saebani, op.cit., h. 33 
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walaupun seorang tersebut dapat mengatur hartanya sesuka hati 

namun untuk hal waris ia tidak bisa mengaturnya semasa masih 

hidup. 

Dengan demikian hukum waris islam jauh berbeda dengan 

hukum waris perdata (BW) yang dikenal dengan sebutaan waris 

secara abintestato dan testamen. Didalam islam memang boleh 

membagikan atau memberikan harta ketika masih hidup namun 

hal tersebut tidak dapat dikatan dengan waris, namu bisa berupa 

wasiat, hibah, atau hadiah.
38

 

4. Pandangan Ulama Fiqih Tradisional dan Kontemporer Terhadap 

Hukum Waris 

Hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur segala 

sesuatu yang berkaitan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta 

kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada para ahli 

warisnya. Hukum kewarisan islam juga disebut dengan faraid 

terkadang juga disebut dengan fiqih mawaris. 

Berikut penulis paparkan beberapa pandangan ulama fiqih 

terhadap hukum waris: 

a. Imam Syafi’i 

Kewarisan menurut Imam Syafi’i tidaklah berbeda dengan 

jumhur ulama’ dalam pelaksanaan pembagian harta waris Imam 

Syafi’i   merujuk pada surat An-Nisa’ayat 11, 12, dan 176 dan Hadis 

                                                             
38Suhrawardi K. Lubis, op.cit., h.41 
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nabi. Menurut imam syafi’i sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh 

Allah didalam Al-Qur’an jumlah dari bagian-bagian ahli waris ada 

enam, yaitu: 1/2, 1/3, 1/6, 1/8, dan 2/3 dan bersifat mutlak.
39

 

Dikalangan ulama syafi’iyah pembagian harta waris berdasarkan 

dengan dalil-dalil Qur’an adalah hukum yang mutlak karena didalam 

ayat-ayat waris sudah dipaparkan jelas berupa ayat qoth,i  tidak 

terdapat penjelasan yang samar didalam ayat tersebut. 

b. Imam Malik 

Imam Malik meletakkan Al-Qur’an diatas segala dasar dan 

didahulukan daripada Sunnah, karena Al-Qur,an merupaka sumber 

dari segala syariat. Dalam konteks hukum waris Imam Malik merujuk 

pada Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 11, 12, 176, ukuran dan bagian-

bagaian ahli waris telah ditetapkan dengan jelas oleh ayat-ayat tersebut 

untuk para ahli waris dengan membedakan laki-laki dan perempuan 

dan membedakan ahli waris satu dengan ahli waris yang jumlahnya 

banyak.
40

 

Imam Maliki menganggap bahwa jumlah dari bagian-bagian 

yang ditetapkan Allah didalam ayat-ayat waris merupakan mutlak, 

namun imam malik memberikan penafsiran terhadap surat An-Nisa’ 

ayat 33, terhadap kelompok atau orang yang mendapatkan bagian harta 

waris bukan besar kecilnya bagian.
41

 

 
                                                             

39 Abdullah Shidiq, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di seluruh Dunia, h.68 
40Dr. Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 64 
41Syaikhu. Dkk, perbandingan Madzhab Fiqih, (Aswaja Pressindo:Yogyakarta, 2014), h.128 
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c. Imam Hanafi  

Imam Hanafi memberikan pandangannya terhadap pembagian 

hukum waris bahwa orang-orang yang dapat menerima harta waris 

dikempokkan menjadi tiga bagian, yaitu zawil furu, zawil arham, dan 

sobah. Setiap kelompok mendapatkan bagiannya masing-masing 

sesusai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa’ ayat 11,12, dan 

ayat 176. Ketetapan pembagian yang terdapat dalam ayat tersebut 

sudah sangat rinci dan jelas.
42

 Imam abu hanifah dalam menetapkan 

suatu hukum memposisikan Al-Qur’an sebagai petunjuk utamanya, 

didalam Al-Qur’an jika sudah terdapat ayat yang qoth‟i  maka tidak 

ada hukum lain nyang dapat merubahnya. 

d. Muhammad Syahrur  

Muhammad Syahrur dalam menelaah surat An-nisa’ ayat 11 

berpendapat bahwa ayat tersebut menjelaskan mengenai batasan-

batasan dalam pemberlakuan bagian bagi laki-laki dan perempuan. 

Menurutnya jika beban ekonomi keluarga ditanggung 100% oleh 

seorang laki-laki batasan hukum Allah dapat diterapkan yaitu dua 

banding satu(dua bagian laki-laki dan satu bagian perempuan). 

Menurutnya ijtihad dapat menekan presentase batasan-batasan yang 

telah ditetapkan oleh Allah menjadi titik keseimbangan yaitu 50% bagi 

alaki-laki dan perempuan dengan melihat latar historis atau dengan 

pertimbangan keduanya. Selain itu penetapan presentase juga harus 

                                                             
42Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, (Lentera: Jakarta, 2011), hlm. 428 
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didukung dengan data-data statistik yang lengkap, bukan atas 

dorongan emosional dari beberapa pihak semata.
43

 

e. Yusuf al-Qardawi 

Yusif al-Qardawi menegaskan bahwa tidak boleh ada ijtihad 

terhadap hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur’an 

yang sudah qath‟i. Karena dalam pembagian hukum waris bagian anak 

laki-laki dau kali lebih besar dari anak perempuan merupakan 

ketetapan hukum menggunakan dalil Al-Qur’an yang sudah qath‟i. 

Al-Qardawi menegaskan bahwa ijtihad bukanlah memberikan 

legitimasi terhadap perbuatan yang terjadi apa adanya, kemudian 

memaksa menarik nash keluar dari jalurnya guna realita keadaan, 

karena itu umat islam dilarang mencari-cari alasan untuk mebenarkan 

realita tersebut dengan menggunakan dalil syara‟ secara tekstual. Yang 

demikian itu menurut Al-Qardawi tidak dapat diterima
44

 

f. Hazairin  

Dalam konsep fiqih waris, Hazairin mempunyai pandangan 

yang berbeda dengan ulama fiqih salafi, hal tersebut dikarenakan pola 

pikir Hazairin yang menganggap bahwa hukum waris islam merupakan 

sistem kewarisan bilateral. Oleh karena itu ahli waris laki-laki dan 

perempuan memiliki hak yang sama. 

                                                             
43Muhammad Syahuru, prinsip dan Dasar Hermaneutika hukum islam kontenporer, alih 
bahasa Syahiron Samsudin dan Burhanuddin Dzikri, (Yogyakarta: ISAQ Press, 2007), h. 38 
44 Ahmad Shobarudin”Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang orang islam yang 
mendapat warisan dari non-islam”, Skripsi Sarjana (S1), Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Semarang, 2015, h 88-102 t.d 
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Secara tegas hazairin tidak membedakan garis keturunan laki-

laki dan garis keturunan perempuan, kedua kelompok tersebut 

memiliki kekuatan hukum yang sama, mereka dari kelompok laki-laki 

dan perempuan mendapatkan hak atas harta waris dari garis 

keturunannya. Dalam konsep  kesetaraan ini pandangan hazairin 

berbeda dengan ketetapan Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 11 yang 

menyatakan bagian anak nali-laki adalah dua kali lipat dari bagian 

anak perempuan. 

B. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Indonesia 

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini khususnya dalam 

bidang hukum waris terbagi menjadi 3 (Tiga) sistem hukum yang berlaku, 

yaitu sistem hukum waris islam yang diberlakukan bagi seluruh 

masyarakat indonesia yang memeluk agama islam sebagaimana diatur 

didalam intruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 1 tahun 1991 jo 

keputusan Mentri Agama Republik Indonesia Nomer 154 tahun 1991 

tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pelaksanaannya, sistem 

hukum eropa yang mengatur tentang waris yaitu pada bab XII sampai 

dengan bab XVIII (pasal 830 sampai pasal 1130) kitab Undang-undang 

hukum perdata (KUHPerdata), dan sistem hukum adat.
45

 

 

                                                             
45 Bagir manan, Hukum positif Indonesia (satu kajian teoritik), (Yogyakarta: FH UII Press, 
2004), hlm. 20-21. 
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1. Sistem Hukum Waris Islam 

a. pengertian Hukum Waris Islam 

waris adalah aturan mengenai perpindahan hak kepemilikan 

oleh seorang yang sudah meninggal dunia terhadap ahli warisnya 

yang masih hidup. Waris juga dapat disebut dengan fara‟idh, yang 

artinya pembagian harta yang dibagi berdasarkan hukum islam 

kepada semua orang yang berhak menerimanya.  

Pengertian diatas sesuai dengan sabda Nabi SAW, yaitu: 

 إِنَّاللَّهَمدَْأعَْطَىكُلذٌِحَمٍّحَمَّهُفلَاوََصٌَِّةلَِوَارِثٍ 

Artinya:  

“sesungguhnya Allah SWT. Telah memberi kepada orang yang 

berhak atas haknya. Ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli 

waris. (H.R. Ahmad, Abu Dawut, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)
46

 

Idris Djakfar memberikan pengertian hukum waris islam 

adalah sebuah aturan hukum mengenai berpindahnya hak 

kepemilikan harta waris, menentukan siapa saja yang dapat 

menerima harta waris dan berapa bagian yang diporehnya dari 

masing-masing secara adil sesuai dengan ketentuan syariat.
47

 

Berdasarkan Pengertian hukum waris yang telah dikemukakan 

oleh pakar hukum diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

hukum waris islam berkaitan dengan berakhirnya kepemilikan 

                                                             
46 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Jufri, Al-Jami’ Al-Musnad Al-Shohih Al-
Mukhtasar Al-Bukhori (Kairo: Dar Tauq Al Najah, 1442) 
47Syamsulbahri Salihima, perkembangan pemikiran pembagian warisan dalam hukum islam dan 
implementasinya pada pengadilan Agama, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015, h 28 
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harta oleh seorang yang telah meninggal dunia dan harta itu secara 

otomatis beralih kepemilikan  kepada ahli warisnya. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hukum waris bisa terjadi setelah 

seseorang meninggal dunia dan ahli waris yang dapat menerima 

harta waris adalah orang yang masih hidup dengan bagian-bagian 

yang sudah ditentukan oleh Allah melalui kitab-Nya Al-Qur’an. 

maka peralihan harta yang dilakukan ketika seseorang masih hidup 

tidak bisa dikatakan sebagai harta waris, melainkan hal tersebut 

dapat dikatakan sebagai hibah atau hadiah. 

b. Bagian Ahli Waris 

Allah telah menetapkan siapa saja ahli waris yang berhak 

menerima waris dan bagian-bagian dari para ahli waris tersebut 

dalam Q.S An-Nisa’ ayat 7, 11, 12, dan 33. 

Dari ayat-ayatdiatas menjelaskan bahwa anak laki-laki dan 

anak perempuan dapat mewarisi harta dari peninggalan orang 

tuanya dan tidak memandang usia baik anak itu masih kecil 

ataupun sudah dewasa dan sudah berkeluarga anak dari orang yang 

meninggal tetap dapat mewarisi kedua orang tuanya. Anak dari 

kedua orang tua tersebut juga bisa mendapatkan warisan dari kedua 

orang tuanya (bapak-ibu) dan kaum kerabatnya, baik itu anak laki-

laki maupun perempuan semuanya mempunyai hak yang sama 

untuk mendapatkan harta warisan dari kedau orang tuanya dan 
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tidak membatasi usia, walaupun anak tersebut belum balig anak 

tersebut tetap mendapatkan warisan dari orang tua yang sudah 

meninggal. 

Bagian dari anak laki-laki adalah duakali lebih besar dari 

bagian anak perempuan, sedangkan jika anak dari pewaris tersebut 

adalah perempuan semua dan jumlahnya lebih dari dua maka 

masing masing menerima bagian dua pertiga dari harta yang ditin 

ggalkan, akan tetapi jika pewaris hanya mempunyai satu anak saja 

dan itu adalah perempuan maka anak tersebut berhak menerima 

sebagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan 

bagian yang dapat diterima oleh kedua orang tua pewaris adalah 

seperenam jika pewaris mempunyai anak, orang tua dari pewaris 

dapat menerima sepertiga dari harta waris jika pewaris tidak 

mempunyai anak dari garis keturunan. Pembagian harta waris 

tersebut dilakukan setelah terbayarnya hutang yang dimiliki oleh 

pewaris dan telah dilaksanakan wasiat yang dibuat oleh orang yang 

meninggal tersebut. 

Dan dari seorang istri yang ditinggalkan oleh suami adalah 

seperempat dari harta yang ditinggalkan suami jika mereka tidak 

mempunyai anak, jika mereka mempunyai anak maka bagian yang 

didapatkan oleh istri adalah seper selapan dari harta yang 

ditinggalkan. Dan bagian dari seorang duda (suami dari istri yang 

meninggal) adalah setenggah dari harta yang dimiliki oleh seorang 
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istri jika tidak mempunyai anak, akan tetapi seorang duda hanya 

mendapatkan seperempat dari harta peninggalan isterinya jika 

mereka mempunyai anak. Dan bagi mereka yang meninggal dan 

sudah tidak mempunyai orang tua dan tidak mempunyai anak maka 

saudara dari pewaris dari jalur ibu baik itu laki-laki ataupun 

perempuan mereka mendapatkan bagian masing-masing seper 

enam dari harta yang ditinggalkan. Tentunya pembagian tersebut 

dilakukan setelah terpenuhinya hutang yang dimiliki oleh pewaris 

dan terlaksananya wasiat yang dibuat oleh pewaris. Karena 

membayar hutang dan wasiat hukumnya adalah wajib. 

Seluruh harta waris harus dibagikan kepada ahli warisnya 

sesuai dengan ketetapan yang telah Allah berikan dalam Al-

Qur’an. Dan jika masih ada sisa maka berikanlah kepada mereka 

keluarga laki-laki yang terdekat, dalam hal ini laki-laki yang 

terdekat adalah anak dari pewaris jika tidak ada naka maka 

diberikan kepada ayah dari pewaris, dan jika ayah dari pewaris 

sudah tidak ada maka berikan kepada saudara laki-laki dari jaluir 

seibu. Jika semuanya masih hidup maka yang berhak menerima 

hanyalah anak laki-laki dari pewaris saja dan yang lain tidak 

menerimanya karena terhalang oleh anak laki-laki tersebut. hal 

tersebut bersadarkan hadis Nabi riwayat riwayat Bukhari dan 

Muslim dari Ibnu Abbas r.a 
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 ألَْحِموُاالْفرََائضَِبأِهَْلِهَافمََابمٌَِفَهَُوِلأوَْلىَرَجُلٍذكََرٍ 

 

Artinya:  

“Rasulallah SAW bersabda: bagikanlah harta warisan kepada ahli 

waris (ashhabul furuudh) sesuai dengan ketetapan yang telah allah 

berikan, sedang sisanya berikan kepada keluarga laki-laki yang 

terdekat (ashabah).”
48

 

c. Sebab Hilangnya Hak Waris 

Pada dasarnya semua ahli waris berhak mendapatkan bagian 

waris, namun ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan orang 

tersebut tidak mendapatkan harta waris (hilangnya hak 

kewarisan/penghalang menguasai harta waris). Didalam hokum 

islam yang menghalangi seorang ahli waris untuk mendapatkan 

harta waris adalah sebagai berikut
49

: 

1) Pembunuhan  

Perbuatan menghilangkan nyawa atau mencoba 

menghilangkan nyawa atau menganiaya sampai menimbulkan luka 

berat terhadap pewaris yang dilakukan oleh seorang ahli waris 

maka ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan harta waris 

apabila dengan putusan majelis hakim sudah mempunyai kekuatan 

hukum tetap.
50

 

2) Perbedaan agama 

                                                             
48 Ma’mur Daud, terjemahan hadis sahih muslim, jilid.3 (Cet.III;Jakarta:Widjaya,1993), h.195. 
49 Suhrawardi K. lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam lengkap dan praktis, (cet.II, 
Jakarta: Sinar Grafika:2008), h.56 
50 Tim Resaksi Nuansa Aulia, op.cit, h. 53 
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Perbedaan agama yang dimaksud dalam pembahasan ini 

adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Berbeda 

agama adalah salah satu dari sifat yang mendasari seorang ahli 

waris terhalang untuk mendapatkan harta waris.
51

 Artinya seorang 

yang beragama non muslim tidak boleh menerima waris dari 

seorang muslim, begitu juga seorang muslim tidak boleh 

menerima waris dari seorang non muslim. Hal itu didasarkan dari 

usamah ibni zaid bahwa Rasulallah SAW bersabda, yang 

berbunyi: 

 لٌَْرَِثاُلْمُسلِمُالْكَافرِِوَلْاَلْكَافرُِالْمُسْلِمَ 

Artinya:  

“sesungguhnya Nabi SAW bersabda: orang muslim tidak 

mewarisi orang kafir, an orang kafir pun tidak mewarisi orang 

muslim.” (Muttafaqun “alaih)
52

  

Berdasarkan hadis diatas semua ulama’ madzhab sepakat 

bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi non muslim, 

begitu juga sebaliknya meskipun mereka mempunyai ikatan 

kekeluargaan melalui hubungan darah tetap tidak 

diperbolehkan seorang muslim mewariskan hartanya kepada 

non muslim ataupun menerima waris dari non muslim. Akan 

tetapi ada sebagaian ulama’ yang berpendapat bahwa seorang 

muslim boleh menerima waris dari non muslim, dan seorang 

yang beragama non muslim tidak dapat mewarisi dari seorang 

                                                             
51Syamsulbahri Salihima, op.cit, h.76 
52 Ma’mur Daud, terjemahan hadis sahih muslim, jilid.3 (Cet.III;Jakarta:Widjaya,1993) 
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musalim. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Nabi yang 

diriwayatkan oleh Mu’az bin Jabal r.a.
53

 

3) Melakukan fitnah 

Fitnah merupakan sebuah tindakan yang angat tidak terpuji 

yang dapat mencelakakan seseorang yang mendapatkan fitnah. 

Didalam kompilasi hokum islam fitnah merupakan salah satu 

dari terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan harta 

waris. Pernyataan tersebut terdapat dalam buku II pasal 173 

huru a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “dipersalahkan 

secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris 

telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan 

hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
54

 

a. Ahli waris 

Setelah penjelasan mengenai sebab hilangnya hak waris perlu 

kita ketahui juga siapa saja yang mendapatkan warisan. Orang 

yang mendapatkan warisan atau sering disebut dengan ahli waris 

berdasarkan kelamin sacara garis besar dikelompokkan menjadi 

tiga macam
55

, yaitu: 

1) Ahli waris laki-laki, yang jumlahnya ada sembilan, yaitu:Anak 

laki-laki, Cucu laki-laki dari anak laki-laki, Ayah, Kakek, 

Saudara laki-laki, Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, 

                                                             
53 Beni Ahmad Saebani, op.cit, hlm 117 
54 Tim Resaksi Nuansa Aulia, op.cit, hlm.53 
55 Beni Ahmad Saebani, op.cit, hlm.120 
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Anak laki-laki paman, Suami, Maula (orang yang telah 

memerdekakan si mayit). 

2) Ahli waris perempuan berjumlah tujuh orang, yaitu:Anak 

perempuan, Cucu perempuan ari anak perempuan, Ibu, Nenek, 

Saudara perempuan, Isteri, Perempuan yang telah 

memerdekakan si mayit. 

2. Sistem Hukum Waris Kompilasi Hukum Islam 

a. Pengertian Hukum Waris 

Sitem waris islam yang saat ini digunakan oleh masyarakat 

di indonesia merupakan pengkodifikasian antara Al-Qur’an, As-

Sunnah, fiqih-fiqih klasik dan  pemikiran-pemikiran dari ulama 

fiqih modern yang dinamakan dengan Kompilasi Hukum Islam. 

Bahasan mengenai pengertian hukum waris disebutkan dalam pasal 

171 Huruf a kitab Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: 

Yang dimaksud dengan Hukum kewarisan adalah hukum yang 

mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan 

(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi 

ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. 

Menurut hukum faraid, bagian yang diterima oleh ahli 

waris sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta besar 

kecilnya bagian dilihat dari berapa ahli waris yang berhak 

menerima harta tersebut, meskipun demikian harta waris 

merupakan hak individu setiap orang maka orang tersebut boleh  
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menggunakan kapan saja dan boleh tidak menggunakannya 

tergantung orangnya. 

b. Sebab Terhalang Menjadi Ahli Waris 

Pada dasarnya semua ahli waris berhak mendapatkan bagian 

waris, namun ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan orang 

tersebut tidak mendapatkan harta waris (hilangnya hak 

kewarisan/penghalang menguasai harta waris). Didalam hukum 

islam yang menghalangi seorang ahli waris untuk mendapatkan 

harta waris adalah sebagai berikut
56

: 

1) Pembunuhan 

Perbuatan menghilangkan nyawa atau mencoba 

menghilangkan nyawa atau menganiaya sampai menimbulkan 

luka berat terhadap pewaris yang dilakukan oleh seorang ahli 

waris maka ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan 

harta waris apabila dengan putusan majelis hakim sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap.
57

 Mengenai bentuk 

pembunuhan yang menjadi penghalang seorang ahli waris 

mendapatkan harta waris, ada beberapa pendapat yang berbeda 

dari para ulama’. Antara lain adalah sebagai berikut: 

a) Pendapat ulama’ Syafi’iyah, seorang ahli waris terhalang 

mendapatkan bagian waris ketika dia melakukan sebuah 

pembunuhan, terhadap siapapun. 
                                                             

56 Suhrawardi K. lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam lengkap dan praktis, 
(cet.II, Jakarta: Sinar Grafika:2008), hl.56 
57 Tim Resaksi Nuansa Aulia, op.cit, h. 53 
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b) Menurut Imam Malik, pembunuhan yang dapat 

menyebabkan seorang ahli waris kehilangan hak waris 

adalah ketia dia melakukan pembunuhan secara senaja. 

c) Menurut Imam Hambali, pembunuhan yang dapat 

menghalangi seorang ahli waris mendapatkan haknya 

adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan 

pembunuhan dengan hak tidak menjadikan seseorang 

terhalang mendapatkan waris, sebab pelakunya terbebas 

dari sanksi di akhirat. 

d) Menurut Imam Hanafi, pembunuhan yang menjadi 

penghalang mendapatkan waris hanyalah pembunuhan 

yang mendapatkan sanksi qishash.
58

 

e) Menurut Imam Ja’far Shidiq, pembunuhan yang 

menghalangi seorang ahli waris untuk mendapatkan hak 

waris adalah pembunuhan yang didasari dengan 

permusuhan atau pembunuhan yang sudah direncanakan, 

meskipun pembunuhan itu dilakukan secara ramai-ramai.
59

 

2) Melakukan fitnah 

Seorang ahli waris dapat dinyatakan terhalang untuk 

mendapatkan bagian harta waris dikarenakan ahli waris 

tersebut telah melakukan fitnah ataupun perbuatan lain yang 

                                                             
58 Suhrawardi K. lubis dan Komis Simanjuntak, op.cit, hlm.57 
59 Muhammad Abu Zuhrah, Hukum Waris Menurut Imam Ja’far Shidiq, (Jakarta, lentera 
basritama: 2001), hlm.90 
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dapat mengakibatkan kurungan penjara paling sedikit lima 

tahun kurungan oleh putusan pengadilan.
60

 

c. Kelompok-kelompok Ahli waris 

Kelompok ahli waris berdasarkan kitab Kompilasi Hukum 

Islam dibagi menjadi 2 macam, yaitu kelompok berdasarkan 

hubungan darah dan kelompok berdasarkan perkawinan. 

1) Kelompok berdasarkan hubungan darah terbagi menjadi dua 

golongan, yaitu golongan laki-laki dan golongan perempuan. 

a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara 

laki-laki, paman, dan kakek 

b) Golongan  perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, 

dan saudara perempuan dari nenek 

2) Sedangkan menurut jalur perkawinan hanya terdiri dari duda 

atau janda saja. 

Apabila semua ahli waris ada semua maka yang berhak 

mendapatkan bagian hanyalah anak, ayah, ibu, dan janda atau 

duda. Yang selain dari itu tidak dapat mendapatkan harta waris 

karena posisinya terhalang (mahjub).
61

 

Adapun bagian-bagian dari ahli waris tersebut adalah sebagai 

berikut:
62

 

                                                             
60Tim Redaksi Nuansa Aulia, op.cit., h. 53 
61Ibid.,  
62Tim Redaksi Nuansa Aulia, op.cit., h. 54-55 
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No  Hubungan  Ahli waris Bagian  Jumlah  Syarat  

1 Perkawinan  Suami  1/2 - Tidak ada anak 

   1/4 - Meninggalkan anak 

  Istri  1/4 - Tidak ada anak 

   1/8 - Meninggalkan anak 

2 Nasab  Ayah  1/3 - Tidak ada anak 

   1/6 - Meninggalkan anak 

  Ibu  1/6 - Ada anak atau 2 saudara 

perempuan atau lebih 

   1/3 - Tidak ada anak atau 2 

saudara perempuan 

  Anak laki-

laki 

Ashobah  - Jika bersama dengan 

anak perempuan maka 

ashobah dibagi dengan 

ketentuan bagian anak 

laki-laki adalah dua 

berbanding satu dengan 

anak perempuan 

  Anak 

perempuan 

1/2 1 Tidak bersama 

anak/cucu 

   2/3 2/ lebih Tidak bersama 

anak/cucu laki-laki 

   Ashobah  2/lebih Bersama anak/cucu laki-
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laki 

  Saudara   

se ibu 

1/6 1 Tidak bersama 

anak/cucu dan ayah 

   1/3 2/lebih  

  Saudara 

perempuan 

se ayah 

1/2 1 Tidak bersama 

anak/cucu dan ayah 

  

 

2/3 2/lebih Tidak bersama 

anak/cucu, ayah dan 

saudara laki-laki 

  

 

Ashobah  1/2/lebih Tidak bersama 

anak/cucu dan ayah, 

tetapi Bersama saudara 

laki-laki 

  Saudara 

laki-laki se 

ayah 

Ashobah  1/2 Tidak bersama 

anak/cucu dan ayah 

Tabel 1 Bagian-bagian ahli waris 

Untuk bagian ahli waris yang belum dewasa atau tidak 

mampu untuk mengelola harta warisannya, maka harta dari orang 

tersebut dapat dikelola oleh wali berdasarkan oleh putusan hakim 

pengadilan agama atas pengajuan dari anggota keluarga. 

Sedangkan untuk ahli waris yang sudah meninggal dunia sebelum 
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pewaris meninggal maka kedudukannya dapat digantikan oleh 

anak anak dari pewaris tersebut, dengan catatan ahli waris 

pengganti tersebut tidak boleh mendapatkan harta waris melebihi 

dari bagian ahli waris yang derajatnya sama dengan yang diganti.
63

 

Para ahli waris juga dapat membuat sebuah kesepakatan dalam 

melakukan pembagian harta waris yang dirasa itu adil bagi mereka, 

setelah memperhatikan bagian dari masing-masing ahli waris. Hal 

tersebut sesuai dengan ketetapan didalam Kompilasi Hukum Islam 

Buku II BAB III Pasal 183.
64

 

d. Kewajiban Ahli Waris 

Setelah seorang pewaris tersebut dinyatakan meninggal dunia, 

maka semua ahli waris mempunyai hak atas segala urus-mengurus 

orang yang telah meninggal dunia tersebut. Di dalam KHI seorang 

ahli waris mempunyai kewajiban atas urusan pewaris setelah 

meninggalnya pewaris
65

, adapun keawiban ahli waris terhadap 

pewaris tersebut meliputi: 

1) Mengurus dan menyelesaikan segala prosesi pemakaman 

sampai dengan selesai; 

2) Membayar segala urusan hutang, pengobatan dan perawatan 

jika selama masa sebelum meninggal pewaris dirawat di 

rumasakit, serta menagih hutang jika selama hidup pewaris 

pernah memberikan hutang kepadan orang; 
                                                             

63 Ibid., h. 55-56 
64 Ibid., h.55 
65 Ibid., h. 53 
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3) Menunaikan wasiat oleh pewaris; 

4) Dan membagikan seluruh harta warisan kepada ahli waris yang 

berhak menerimanya. 

3. Sistem Hukum Waris KUH Perdata 

Sistem hukum waris barat diatur dalam KUHPerdata buku ke-II 

bab 12 sampai bab 18, pasal 830 sampai dengan pasal 1130. 

Pemberlakuan hukum waris perdata barat bagi masyarakat indonesia 

ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 131 jo staatsbland 1917 nomor 

12 jo staatsbland  1924 nomor 557 tentang penundukan diri terhadap 

hukum eropa yang menyatakan hukum perdata barat berlaku bagi 

orang-orang berikut ini: 

a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Eropa 

b. Orang timur ssing Tioghoa 

c. Orang timur asing lainnya dan orang Indonesia yang menundukan 

diri terhadap hukum Eropa. 

Dalam KUH Perdata definisi dari hukum waris tidak dimuat secara 

jelas dan tegas, akantetapi para pakar hukum mengemukakan 

pendapatnya mengenai pengertian hukum waris yang terdapat didalam 

KUHPerdata, diantaranya sebagai berikut: 

a. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, mengemukakan Bahwa hukum waris adalah hukum-

hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan 

bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan 
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seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang 

lain yang masih hidup.
66

 

b. A. Pitlo mengemukakan Hukum Waris adalah Kumpulan peraturan 

yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya 

seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang 

ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dan akibat dari 

hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan 

antara mereka dengan pihak ketiga
67

 

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa ada beberapa unsur 

dalam Hukum Kewarisan KUH Perdata yang harus diperhatikan dalam 

pembagian waris, yaitu
68

: 

1) Seorang yang pada saat meninggal dunia dia meninggalkan 

kekayaan.  

2) Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak 

menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.  

3) Benda atau wujud kekayaan yang ditinggalkan dsn dapat 

dialihkan kepada ahli waris. 

Dalam sistem kewarisan berdasarkan KUHPerdata ada 

beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan 

pembagian harta waris, syarat-syarat tersebut yaitu: 

                                                             
66 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 84. 
67 A.Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Alih 
Bahasa M.Isa Arief, SH), (Jakarta: PT.Intermasa,1986), h. 1. 
68 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 85. 
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a. Syarat yang berhubungan dengan pewaris  

Agar terlaksana sebuah proses kewarisan maka harus 

ada pewaris  (orang sudah meninggal dunia atau mati), 

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH 

Perdata. Matinya pewaris dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu: 

1) Mati yang secara jelas nampak jasadnya (dapat dilihat 

dengan panca indra manusia) bahwa orang itu benar-

benar sudah mati. 

2) Mati demi hukum, yaitu matinya seseorang yang 

dinyatakan oleh pengadilan yang dapat dibuktikan 

bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia. 

b. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris Orang-orang 

yang berhak/ahli waris atas harta peninggalan harus sudah 

ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya 

ahli waris dimungkinkan dengan :  

1) Hidup secara nyata, yaitu semasa pewaris meninggal 

dunia ahli waris masih hidup dan dapat dilihat dengan 

panca indra bahwa orang itu benar-benar masih hidup 

2) Hidup berdasarkan putusan pengadilan, yaitu pewaris 

tidak diketahui keberadaanya namun dapat dipastikan 

masih hidup. Berlaku juga bagi bayi yang masih dalam 

kandungan ibunya (pasal 1 ayat 2 KUH Perdata). 



54 

 

 
 

Seorang ahli waris dapat kehilangan haknya untuk mendapatkan 

waris dikarenakan sebab-sebab yang berdasarkan undang-

undang pasal 838 KUH Perdata
69

, adalah sebagai berikut: 

1) Orang yang telah dihukum karena melakukan tindak 

pembunuhan atau melakukan perencanaan pembunuhan 

terhadap pewaris. 

2) Mereka yang secara hukum telah dipersalahkan karena 

perbuatannya dan mendapat fonis kurungan sekurang-

kuranngya lima tahun kurungan. 

3) Mereka yang secara sengaja telah mencega pewaris untuk 

membuat atau mencabut surat wasiat. 

4) Seorang ahli waris yang telah menggelapkan atau merusak 

surat wasiat yang telah dibuat oleh pewaris.
70

 

Dalam memperoleh harta waris berdasarkan undang-undang 

KUH Perdata dapat dengan dua cara, yaitu: 

a. Secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang), 

dalam Pasal 832 KUH Perdata orang yang berhak menerima 

bagian waris adalah para keluarga yang sedarah (baik sah 

maupun di luar kawin), dan suami atau isteri yang hidup 

bersama.  

b. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu 

wasiat), dalam Pasal 899 KUH Perdata pemilik kekayaan 
                                                             

69Suparman Usman, Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata 
( Burgerlijk Wetboek ), ( Serang: Darul Ulum Press, 1993 ), h. 58 
70Ibid, h. 60-61 



55 

 

 
 

membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam 

suatu surat wasiat.
71

 

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas, yaitu: 

a. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lingkup kekayaan 

harta benda saja yang dapat diwariskan. 

b. Adanya Saisine bagi ahli waris, yaitu : secara otomatis ahli 

waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala 

barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang 

yang meninggal dunia. 

c. Asas Kematian, yaitu adanya waris hanya karena kematian. 

d. Asas Individual, yaitu : Ahli waris adalah perorangan (secara 

pribadi) bukan kelompok ahli waris. 

e. Asas Bilateral, yaitu : Seseorang mewaris dari pihak bapak 

dan juga dari pihak ibu. 

f. Asas Penderajatan, yaitu : Ahli waris yang derajatnya lebih 

dekat dengan pewaris dapat menghalangi ahli waris yang 

lebih jauh derajatnya.
72

 

Hukum waris Perdata juga mengenal ahli waris pengganti, 

namun dalam hukum waris perdata lebih dikenal dengan istilah 

Penggantian tempat yang dalam bahasa Belanda 

Plaatsvervulling. Ketentuan Ahli waris pengganti diatur dalam 

Pasal 854 sampai 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 

                                                             
71 Effendi Perangin, Hukum Waris, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997 ), h. 4. 
72 M. Idris Ramulyo, Op.Cit, h. 95-96. 
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866. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan bahwa KUH Perdata 

mengenal dan mengakui adanya ahli waris 

pengganti.penggantian memberi hak yang sama terhadap orang 

yang digantikannya diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata. 

Penggantian dalam garis lurus ke bawah berlangsung tanpa 

batas (Pasal 842 ayat 1). Dalam segala hal, penggantian seperti 

di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa orang 

anak pewaris, mewarisi bersama-sama satu sama lain dalam 

pertalian keluarga yang berbeda derajatnya (Pasal 842 ayat 2). 

Dalam garis menyamping, penggantian diperbolehkan atas 

keuntungan anak-anak dan keturunan saudara laki-laki dan 

perempuan yang telah meninggal lebih dahulu, baik mereka 

mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, 

maupun bersama-sama dengan keturunan paman atau bibi, 

walaupun mereka dalam derajat yang tidak sama (Pasal 844). 

Bila disamping ayah atau ibu yang masih hidup itu hanya ada 

seorang saudara, maka ayah atau ibu itu menerima ½ dan ½nya  

lagi untuk saudara atau keturunannya. Jadi dengan penggantian 

tempat (plaatvervulling) maka orang yang menggantikan 

mempunyaihak penuh atas orang yang digantikannya.
73

 

                                                             
73 Ismuha, Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdata, Hukum Adat 
dan Hukum Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1978 ), h. 73. 
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4. Sistem Hukum Waris Adat 

Sistem kewarisan adat di indonesia dipengaruhi oleh bentuk etnis 

di berbagai lingkungan wilayah adat masing-masing. Di indonesia 

sendiri terdapat beragam adat istiadat yang berbeda-beda antar satu 

daerah dengan daerah yang lainnya yang menyebabkan sistem 

kewarisan adat diIndonesia masih berbeda-beda. Pada realitanya 

hukum waris adat di Indonesia pada saat ini terbagi menjadi tiga 

sistem kekerabatan, yaitu: 

a. Sistem patrilineal, yaitu keluarga atau kerabat yang mendapatkan 

harta waris hanyalah dari garis keturunan laki-laki saja. Hal 

tersebut berlaku di waliyah tanah gayo, alas, batak, bali, irian jaya, 

dan timor. 

b. Sistem matrilineal, yaitu hanya keturunan dari garis perempuan ibu 

saja yang dapat menerima harta waris. Sistem waris tersebut terjadi 

pada masyarakat daerah minangkabau. 

c. Sistem parental atau bilateral, dalam sistem ini baik dari garis 

keturunan ayaah ataupun ibu dapat memperoleh harta waris. 

Masyarakat di daerah jawa, sumatra timur, riau, sumatra selatan, 

aceh, kalimantan, madura, ternate, dan lombok dalam pelaksanaan 

pembagian waris menggunakan sistem ini.
74

 

Dalah sistem hukum waris adat di Indonesia ada tiga unsur yang harus 

terpenuhi, yaitu: 

                                                             
74Dr. Ellyne Dwi Poespasari, SH., M.H, Pemahaman seputar Hukum Waris Adat di 
Indonesia, (jakarta, Prenadamedia Grup, 2018), h. 1-2 
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a. Pewaris. 

Pewaris yaitu orang yang memiliki harta kekayaan baik 

masih hidup ataupun sudah meninggal dunia , harta peninggalan 

oleh orang tersebut akan diteruskan kepemilikannya oleh ahli 

warisnya secara individu ataupun secara terbagi-bagi
75

. 

Jenis-jenis pewaris sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu: 

1) Pewaris laki-laki (bapak) yaitu yang dapat menjadi seorang 

pewaris adalah pihak laki-laki baik itu bapak atau saudara laki-

laki bapak. Hal ini terjadi pada masyarakat yang menganut 

sistem patrilineal patrilineal. 

2) Pewaris perempuan (ibu), orang yang berkedudukan sebagai 

pewaris adalah perempuan, seperti ibu ataupun saudara 

perempuan dari ibu. Hal ini terjadi pada sistem kewarisan 

matrilineal yang mempertahankan garis ketununan perempuan. 

3) Pewaris orang tua (bapak atau ibu) dalam hal ini yang 

berkedudukan sebagai pewaris adalah orang tua laki-laki 

maupun perempuan, hal ini berlaku bagi masyarakat yang 

menganut sistem parental. untuk pewaris ini dalam jenis harta 

dipengaruhi oleh kedudukan harta tersebut, apakah harta yang 

di tinggalkan itu harta bawaan atau harta yang didapat ketika 

sudah berkeluarga (harta bersama), ketika harta yang 

diwariskan itu adalah harta bersama maka dalam 

                                                             
75Ibid, h.18 
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pembagiannya harta tersebut sudah bebas dari pengaruh 

kekerabatan. 

b. Ahli Waris.  

Didalam hukum waris adat, anggota keluarga yang berhak 

menerima harta waris adalah anggota keluarga yang terdekat 

dengan pewaris, baik itu berupa barang yang berwujud maupun 

yang tidak berwujud benda seperti jabatan, baik jabatan sebagai 

pemangku adat ataupun jabatan dalam pekerjaan.
76

 Pada prinsipnya 

ahli waris dalam hukum waris adat adalah keturunan dari pewaris. 

Untuk menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris, didalam 

hukum waris adata menggunakan dua macam garis pokok, yaitu: 

1. Garis pokok keutamaan, yaitu suatu garis yang menentukan 

urutan-urutan keutamaan dalam golongan dalam keluarga 

pewaris. Dengan pengertian bahwa golonga yang satu lebih 

unggul dibanding golongan yang lain. Golongan  tersebut 

antaralai sebagaiberikut: 

1.1 Kelompok keutamaan I: keturunan pewaris. 

1.2 Kelompok keutamaan II: orangtua pewaris. 

1.3 Kelompok keutamaan III: saudara-saudara pewarisdan 

keturunannya. 

1.4 Kelompok keutamaan IV: kakek dan nenek pewaris 

                                                             
76Ibid, h. 19 
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2. Garis pokok penggantian,  yaitu garis hukum yang bertujuan 

untuk menetukan orang-orang didalam garis keutamaan 

tertentu sebagai ahli waris. Golongan tersebut yaitu: 

a. Orang yang tidak mempunyai hubungan dengan pewaris. 

b. Orang yang tidak ada lagi hubungan dengan pewaris. 

Berdasarkan sistem kekerabatan dalam hukum waris yang 

berlaku, maka yang menjadi ahli waris dalam tiap daerah berbeda-

beda. Daerah dengan penganut sistem patrilineal yang menjadi ahli 

waris hanyalah anak laki-laki saja, sedangkan perempuan tidak 

berhak mewarisi harta dari bapaknya. Sedangkan masyarakat yang 

menganut sistem matrilineal yang berhak menjadi ahli waris adalah 

anak laki-laki dan perempuan dari harta kekeyaan ibunya saja. 

Berbeda dengan keduanya sistem kekerabatan parental tidak 

membedakan anak laki-laki dan perempuan atas harta peninggalan 

kedua orang tuanya, semuanya memiliki hak yang sama. 

c. Harta Waris 

Harta waris merupakan harta kekayaan dikuasai oleh suami istri 

selama mereka mempunyai ikatan yang kemudian akan diteruskan 

oleh ahli waris baik pewaris masih hidup ataupun sudah meninggal 

dunia, untuk dikuasai oleh ahli waris sesuai dengan sistem 

kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat.
77

 

                                                             
77Bushar muhammad, pokok-pokok hukum adat, (jakarta, pradnya pramita, 2000) h. 39 
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C. Kajian Penelitian yang Relevan 

Untuk memperjelas keaslian penelitian pelaksanaan pembagian 

harta waris di desa kuwu, kecamatan dempet, kabupaten demak ditinjau 

dari perspektif kompilasi hukum islam, maka perlu adanya hasil penelitian 

terdahulu yang relevan atau memiliki kemiripan dengan penelitian ini. 

Setelah peneliti melakukan telaah peneliti menemukan beberapa karya 

ilmiah yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Telaah pustaka 

yang penulis dapatkan berupa skripsiterdahulu. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Roro Widyah Prima 

Gumiang dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Waris 

Anak Angkat Di Kecamatan Margoyoso Kecamatan Pati”.
78

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui system hukum yang 

digunakan dalam pembagian harta waris bagi anak angkat di kecamatan 

margoyoso kabupaten pati. Kemudian untuk mengetahui pelaksanaan 

pemagian harta waris bagi anak angkat di kecamatan margoyoso 

kabupaten pati. 

Penulis menyimpulkan bahwa proses pewarisan menggunakan 

sistem kewarisan individual, artinya seorang ahli waris mewarisi secara 

perorangan. Dengan sifat kewarisan yang telah diatur dalam KUH perdata 

(BW) yaitu, Individual mutlak. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah Asruri dengan 

judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris 

                                                             
78Roro Widyah Prima Gumiang, Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Di 
Kecamatan Margoyoso Kecamatan Pati, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu 
Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, 2009 
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Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan 

Kendang Serang Kabupaten Pekalongan.”
79

 

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana cara melaksanakan pembagian harta waris menurut adat di 

masyarakat desa luragung. Kemudian untuk mengetahui lebih mendalam 

tentang hukum waris islam yang sudah terlaksana di desa luragung. 

Kemudian penulis menyimpulkan dari penelitian tersebut bahwa 

praktik pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat desa luragung 

belum mengetahui atau belum mengerti tentang pembagian harta waris 

secara islam, dan masyarakat desa luragung sudah terbiasa menggunakan 

1:2 (laki-laki satu dan perempuan dua) dalam sistem pembagian waris dari 

sejak zaman dahulu, dan itu bertentangan dengan hukum waris islam. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Megawati dengan judul 

Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Iuslam di 

Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewalimandar 

Sulawesi Barat.
80

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan praktik 

dan sistem pembagian harta waris pada masyarakat islam, dan mengetahui 

bagaimana pandangan hukum islam terhadap proses pembagian harta 

warisan di desa parappe. 

                                                             
79Ubaidillah Asruri , Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan 
Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kendang Serang Kabupaten 
Pekalongan, Universitas islam Negeri Wali Songo Semarang, Jurusan hukum Keluarga 
Fakultas Syariah dan hukum. 2018 
80 Megawati, Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Iuslam di 
Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewalimandar Sulawesi Barat, 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Fakultas Syariah dan Hukum.2016 
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Kemdian hasil dari penelitian tersebut penulis simpulkan bahwa 

pemagian harta waris di desa parappe dilakukan setelah pewaris meninggal 

dunia, namun ada juga orang tua yang sudah membagiakan warisannya 

kepada anaknya yang sudah menikah. Walaupun terdapat perbedaan dalam 

pembagian harta wearisan di desa parappe antara hukum adat dan hukum 

faraid namun berdasarkan tasaluh hal ini dibolehkan karena sesuai dengan 

tujuan pembentukan hukum islam. 

Dari beberapa penelitian yang telah penulis paparkan di atas, 

penelitian ini berbeda dengan yang lainnya. Perbedaannya yaitu peneliti 

lebih memfokuskan penelitian terhadap bagaimana praktik pelaksanaan 

pembagian harta waris ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, yang 

dilakukan oleh masyarakat Deasa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten 

Demak. 
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BAB III 

PRAKTIK KEWARISAN DI DESA KUWU KECAMATAN DEMPET 

KABUPATEN DEMAK 

A. Gambaran Umum Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak 

Desa Kuwu merupakan salah satu desa yang terletak di dataran rendah 

Kabupaten Demak, mayoritas penduduknya jika dilihat dari sudut pandang 

ekonomi terlihat bahwa masyarakat disana rata-rata memiliki bangunan 

rumah permanen yang terbuat dari kayu dan bambu Gambaran umum 

suatu daerah dapat menunjukkan bagaimana keadaan masyarakatnya. 

Tradisi masyarakat dapat membedakan karakteristik antara satu daerah 

dengan daerah yang lainnya.  

Dilihat dari keadaan ekonominya, mayoritas masyarakat di Desa Kuwu 

dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang mampu, dalam artian 

mampu untuk menafkahi keleuarganya, mampu untuk membiayai 

pendidikan anak-anaknya walaupun tidak bersekolahan di sekolah yang 

unggulan. Selain itu mayoritas masyarakat di Desa Kuwu ini memiliki 

mata pencaharian sebagai petani. 

Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat 

mengenai praktik kewarisan tersebut, diantaranya seperti faktor geografis, 

sosial ekonomi, pendidikan, Agama dan masih banyak faktor yang 

lainnya. 
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1. Letak Geografis 

Desa Kuwu merupakan salah satu desa dari 12 Desa yang terletak 

di Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. jarak Desa dengan Kota 

Demak kurang lebih 20 Km. Dari Kota demak untuk sampai di Desa 

tersebut banyak dijumpai ladang pertanian berupa sawah yang 

terbentang luas. Dari 12 desa yang ada di kecamatan Dempet, desa 

kuwu merupakan desa dengan bagian wilayah yang paling kecil 

dibandingkan dengan desa lainnya, karena desa kuwu hanya 

merupakan sebuah desa yang terdiri dari 2 RW dan 24 RT tanpa ada 

dusun dengan luas wilayah 244.000 ha. Dengan luas wilayah tersebut 

sebagian besar dari luas wilayah Desa Kuwu merupakan tanah garapan 

berupa persawahan dan perkebunan dengan hasil utama berupa padi, 

bawang merah, dan polowijo
81

. 

Batas-batas Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak 

adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Jatisono 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. 

b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Kedongori 

Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. 

c. Sebelah Selatan : Sebagian wilayah berbatasan dengan Desa 

Dempet Kecamatan Dempet dan sebagian yang lain berbatasan 

dengan Desa Bunderan Kecamatan Wonosalam Kabupaten 

Demak 

                                                             
81 Suhadi, Kepala Desa, wawancara 04 Juli 2021  
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d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Kerangkulon 

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. 

Dalam struktur kepemerintahannya Desa kuwu Kecamatan Dempet 

Kabupaten Demak dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dalam 

menjalankan roda kepemimpinannya seorang Kepala Desa dibantu 

oleh Sekertaris, Bendahara, dan perangkat yang lainnya
82

. Berikut 

susunan dalam pemerintahan Desa Kuwu pada tahun 2021: 

No Jabatan Nama 

1 Kepala Desa Suhadi 

2 Sekertaris Endang sulistyo wati 

3 Bendahara Danang 

4 Kaur. Pemerintahan Mulyono 

5 Modin Fatah yasin 

6 Kaur. Kemasyarakatan Mulyoto 

7 Bayan 

1. Kusnadi 

2. Jasmin 

3. Dian kurniawan 

8 Ulu-ulu Agus hermawan 

Tabel 2 Struktur Pemerintahan Desa Kuwu 

2. Kondisi pendidikan, ekonomi dan keagamaan masyarakat Desa Kuwu 

Kondisi Pendidikan, ekonomi dan keagamaan sangatlah 

berpengaruh terhadap pola pemikiran suatu masyarakat, pada 

                                                             
82 Suhadi, Kepala Desa, wawancara 04 Juli 2021 
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umumnya masyarakat dalam melakukan suatu tindakan atau 

mengambil keputusan dalalam kehidupan sehari-harinya berpegang 

teguh dengan ajaran-ajaran agama dan norma-norma yang terdapat 

dalam kehidupan sosial yang berlaku, norma-norma yang berlaku pada 

masyarakat cenderung dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ada 

pada lingkungan masyarakat tersebut. 

a. Kondisi pendidikan 

Pada umumnya Pendidikan masyarakat di Desa Kuwu 

masih terbilang rendah, mayoritas masyarakat desa hanya 

mengenyam pendidikan sampai dengan SMA Sederajat, banyak 

juga yang putus pendidikan di tingkat SMP saja, hal tersebut 

terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhinya, diantaranya 

adalah biaya pendidikan yang tinggi sehingga para orang tua tidak 

mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang 

yang lebih tinggi. Minoritas masyarakat masih beranggapan 

pendidikan tidak perlu setinggimungkin karena pada prakteknya 

pendidikan yang tinggi belum menjamin peluang kerja yang baik.
83

 

Fasilitas pendidikan di Desa Kuwu sendiri cukup terbatas, 

hanya terdapat beberapa bangunan sekolah. 

No  Jenis Gedung Jumlah  

1 Sekolah Dasar 1 

                                                             
83 Muhadi, “wawancara tentang kondisi sosial dan budaya di Desa Kuwu pada tanggal 10 April 
2021 pukul 21.26 WIB” (Demak,2021) 
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2 TK 1 

3 PAUD 1 

4 TPQ 1 

5 Madrasah Diniyah 1 

Tabel 3 Sarana Pendidikan di Desa Kuwu 

Dengan demikian masyarakat di Desa Kuwu saat ini sudah 

mulai sadar akan pentingnya pendidikan, walaupun masih banyak 

masyarakat yang beranggapan sekolah cukup sampai SMA. Ada 

beberapa masyarakat yang sudah memiliki gelar sarjana dan 

beberapa anak di Desa tersebut telah mendapatkan pendidikan 

keagamaan di Pondok Pesantren.
84

 

b. Ekonomi 

Keadaan ekonomi saat ini sangatlah berpengaruh terhadap 

kehidupan bermasyarakat, termasuk juga pada masyarakat Desa 

Kuwu. Saat ini masyarakat di desa kuwu memiliki bermacam-

macam mata pencaharian untuk menunjang kehidupannya, 

diantaranya ada sebagai PNS, Tentara, Polisi, Buruh pabrik, 

Pegawai Swasta, wiraswasta dan petani. Walaupun demikian, 

mayoritas masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani 

dan buruh tani, oleh sebab itu kehidupan masyarakat Desa Kuwu 

masih sangat bergantung pada lingkungan alam sekitar. 

                                                             
84 Rusladi, “wawancara tentang kondisi sosial dan budaya di Desa Kuwu pada tanggal 10 April 
2021 pukul 21.26 WIB” (Demak,2021) 
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Perekonomian masyarakat Desa Kuwu bisa dikatakan sebagai 

masyarakat dengan ekonomki menengah kebawah.
85

 

c. Kondisi keagamaan  

Setiap warga negara Indonesia berhak memilih agamanya 

masing-masing, karena itu merupakan hak asasi bagi mereka. 

Masyarakat di Desa Kuwu telah menunaikan haknya dalam 

memilih agama sesuai dengan keyakinannya dan kepercayaannya 

masing-masing. Mayoritas masyarakat Desa Kuwu beragama 

Islam. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui 

secara mendalam mengenai hukum-hukum Islam. Hal tersebut 

dikarenakan mayoritas masyarakat masih kurang pengetahuan 

mengenai ilmu-ilmu agama Islam. 

Adapun kegiatan keagamaan yang terdapat di Desa Kuwu 

seperti tahlil, yasin, dan pembacaan manaqib berjalan dengan baik 

bahkan dilaksanakan secara rutin setiap minggu berbeda dengan 

kegiatan tahlil atau yasin untuk kegiatan kajian-kajian seperti 

kajian fiqih, kajian hadis dan yang lainnya. Jamaah yang ikut pada 

kajian tersebut hanya berjumlah sedikit orang saja, hal tersebut 

yang mendasari kurangnya pengetahuan mengenai agama pada 

masyarakat Desa Kuwu.
86

 

                                                             
85Rusladi, Kondisi Ekonomi di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.(Wawancara 2 

Agustus 2021) 

86 Moh. Faiz “wawancara mengenai kondidi keagamaan di Desa Kuwu pada tanggal 10 April 2021 
pukul 22.15 WIB” (Demak, 2021) 
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Meskipun demikian fasilitas peribadatan dan kegiatan 

keagamaan di Desa Kuwu cukup banyak, karena bisa di katakan 

hampir setiap RT ada tempat ibadah dan tempat mengaji. 

No  Sarana Ibadah Jumlah  

1 Masjid  1 

2 Mushola  13 

3 Tempat Mengaji 5 

Tabel 4 Sarana Peribadatan di Desa Kuwu 

B. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Desa Kuwu 

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan, penulis 

mendapatkan informasi bahwa pengetahuan masyarakat Desa Kuwu 

mengenai Hukum Waris Islam sebagian besar masih sangat minim, 

padahal mayoritas masyarakat di desa Kuwu merupakan pemeluk ajaran 

Agama Islam, hanya bebrapa masyarakat saja yang memahami hukum 

waris islam. Oleh karena itu penulis mengumpulkan informasi dari 

beberapa tokoh agama dan masyarakat yang dianggap cakap untuk 

dijadikan sebagai informan mengenai pelaksanaan pembagian harta waris 

di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Berdasarkan hasil 

dari wawancara penulis dengan informan terkait dengan pelaksanaan 

pembagian harta waris di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten 

Demak adalah sebagai berikut: 
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a. Identitas Responden 

1. Informan 1 

Bahwa informan pertama yang penulis wawancarai 

bernama Drs. Moh. Faiz. Umur 52 tahun beragama Islam. beliau 

merupakan salah satu tokoh agama di Desa Kuwu Kecamatan 

Dempet Kabupaten Demak, beliau menempuh pendidikan di 

Pondok pesantren dan pendidikan forman S-1. Saat ini beliau 

bekerja sebagai guru madrasah tsanawiyah (MTs) dan juga sebagai 

Kepala Madrasah diniyah Miftahul Huda di Desa Kuwu. beliau 

juga aktif dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan sebagai 

anggota MUI tingkat kecamatan dan juga pengurus MWC NU 

Dempet. Dalam hal waris informan berpengalaman sebagai 

penerima harta waris dari orang tua. 

2. Informan 2 

Bahwa informan kedua yang penulis wawancarai adalah 

bapak Mahfud, umur  47 tahun, beragama islam. Beliau merupakan 

tokoh masyarakat di Desa Kuwu, beliau pernah menjabat sebagai 

kepala Desa Kuwu pada tahun 2014-2019. Beliau menempuh 

pendidikan sampai dengan SMA dan dilanjut menempuh 

pendidikan di Pondok pesantren. Beliau juga aktif di organisasi 

kemasyarakatan NU sebagai pengurus di kantor wilayah cabang 

Dempet. Bapak mahfud telah berpengalaman dalam praktik 

pembagian harta waris sebagai penerima waris. 
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3. Informan 3 

Informan ketiga merupakan ketua RT di Desa Kuwu 

Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, beliau adalah Bapak Fauzi, 

usia 52 beliau beragama islam. Bapak Fauzi menyelesaikan 

pendidikan sampai dengan tingkat SMA dan menempuh 

pendidikan non formal di pondok pesantren. Dikalangan 

masyarakat bapak fauzi dianggap sebagai tetua atau orang yang 

dituakan. Bapak fauzi juga telah berpengalaman dalah hal 

pembagian harta waris, beliau sudah melakkan praktik pembagian 

harta waris sebagai pewaris. 

4. Informan 4 

Bahwa informan ke empat yang penulis wawancarai 

merupakan orang nomer satu di Desa Kuwu, beliau adalah bapak 

sudahi. Beliau merupakan Kepala Desa Desa Kuwu saat ini. Usia 

beliau baru mencapai 41 tahun dan beragama islam. Bapak suhadi 

menempuh pendidikan sampai dengan SMA dan dilanjut di 

akademi militer, beliau pensiun muda dari militer dan menjadi 

kepala desa. Dalam hal waris beliau memiliki pengalaman sebagai 

ahli waris. 

5. Informan 5 

Informan ke lima yang penulis wawancarai adalah bapak 

muhadi 73 tahun, agama islam. Riwayat pendidikan bapak muhadi 

hanya sampai dengan SMP saja dan merasakan bangku pendidikan 
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di Pondok pesantren hanya sebentar, bapak muhadi dalam 

kesehariannya bekerja sebagai tukang kayu. Namun usianya saat 

ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk menggeluti 

pekerjaannya. Beliau dalam hal waris telah banyak pengalaman 

mulai dari penerima harta waris sampai dengan memberikan waris. 

Bapak muhadi ini adalah salah satu warga yang membagikan harta 

warisnya sebelum ia meninggal dunia. 

6. Informan 6 

Bahwa informan yang ke enam adalah ibu siti 44 tahun 

agama islam, beliau adalah ibu 3 anak, beliau hanya menempuh 

pendidikan sampai dengan SD dikarenakan tidak adanya biasa 

untuk melanjukan pendidikan selanjutnya, pekerjaan beliau sehara-

hari adalah sebagai ibu rumah tangga, beliau memiliki pengalaman 

dalam hal waris sebagai ahli waris. 

7. Informan 7 

Informan penulis yang terakhir adalah ibu Zuhriyah, 47 

tahun agama islam. Beliau menempuh pendidikan hanya sampai 

SD saja, lagi-lagi ekonomi menghambat ibu zuhriyah untuk 

melanjutkan pendidikan lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari beliau 

bekeja sebagai pedagang toko klontong di depan rumahnya. Beliau 

memiliki pengalaman dalam praktik pembagian harta waris sebagai 

ahli waris. 
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b. Hasil Wawancara 

Hukum kewarisan islam pada dasarnya dapat dilakukan 

dengan dua jalur, yaitujalur litigasi dan non litigasi. Pada umumnya 

masyarakat telah melakukan praktik pembagian waris menggunakan 

ketetapan hukum waris islam jalur non litigasi, yaitu pembagian harta 

waris dilakukan sendiri oleh para keluarga namun hal itu belum 

menjadi adat kebiasaan
87

. Namun dalam pembagian waris di Desa 

Kuwu justru lebih masyhur menggunakan adat kebiasan atau tradisi 

dibandingan dengan hukum waris islam. 

Dalam praktik pembagian harta waris di Desa Kuwu 

Kecamatan Dempet Kabupaten Demak masyarakat lebih memilih 

menggunakan hukum waris adat atau kebiasaan dibandingkan dengan 

hukum waris islam, hal itu terjadi dikarenakan kurang fahamnya 

masyarakat di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak atas 

ketetapan-ketetapan hukum waris islam
88

. 

Hukum waris di masyarakat masih erat hubungannya dengan 

kultur kehidupan sosial, pola kebiasaan masyarakat yang sangat erat 

dengan tradisi-tradisi peninggalan para leluhur terdahulu tidak bisa 

lepas begitu saja dalam kehidupan masyarakat, dalam kebiasaan yang 

berlaku secara turun-menurun di masyarakat orang yang menerima 

harta waris hanyalah anak saja, dan biasanya harta waris diberikan 

kepada ahli waris saat pewaris belum meninggal dunia, dalam 

                                                             
87 Moh. Faiz, Tokoh Agama, wawancara 03 Juni 2021  
88Suhadi, Kepala Desa, wawancara 04 Juli 2021 
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praktiknya pewaris telah membagikan bagian-bagian dari ahli waris 

namun harta yang dibagikan hanya berupa tanah saja, harta seperti 

uang, mobil, saham, perusahaan tidak dibagikan, dan para ahli waris 

menggarap lahan yang diberikan tersebut biasanya setelah mereka 

berkeluarga. Hal ini dilakukan oleh pewaris atas dasar kekhawatiran 

akan adanya perselisihan dari para ahli warisnya ketika pewaris telah 

meninggal dunia.
89

 

Sebagian masyarakat juga ada yang membagikan harta waris 

setelah pewaris meninggal dunia dan membaginya secara rata atau 

adil, masyarakat Desa Kuwu membagikan harta peninggalan hanya 

berupa tanah, padahal harga tanah disetiap sudut itu berbeda, 

gambarannya disetiap lokasi beda harga, ketika mereka membagi 

tanah dan menjualnya maka harganya akan berbeda-beda bahkan bis 

aterpaut sampai puluhan juta.
90

 

Hal tersebut selaras dengan yang dikatakan oleh bapak Moh. 

Faiz selaku tokoh agama di Desa Kuwu ini ketika penulis melakukan 

wawancara, beliau memaparkan: 

“Dalam pembagian harta waris yang dilakukan oleh 

masyarakat Kuwu ini, rata-rata masyarakat menggunakan sistem 

waris kebiasaan yang sudah turun menurun, dumana para ahli waris 

                                                             
89Moh. Faiz, Tokoh Agama, wawancara 03 Juni 2021 
90Fauzi, Tokoh Masyarakat, wawancara 03 Juni 2021 
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mendapatkan bagiannya secara merata, karena menurut mereka itu 

adalah maslahat atau adil bagi para ahli waris”.
91

 

Pernyataan tersebut senada dengan yang dikatakan oleh bapak 

suhadi selaku Kepala Desa, beliau mengatakan: 

“Kebanyakan masyarakat di Desa Kuwu ini tidak membagikan 

harta waris sesuai dengan ketetapan islam, hal itu dikarenakan 

masyarakat di Kuwu ini kurang faham akan pembagian harta waris 

secara islam, anggapan mereka pembagian waris yang adil adalah 

dibagikan secara rata antar pewaris, karena masyarakat di kuwu ini 

lebih mengedepankan kemaslahatan, agar tidak gaduh masalah 

warisan”.
92

 

Selaras juga dengan yang dikatakan oleh bapak fauzi selaku 

ketua RT di Desa Kuwu, beliau mengatakan: 

“Mayoritas masyarakat di Desa Kuwu membagi harta waris 

dengan cara kekeluargaan, berupa hasil dari musyawarah seluruh 

anggota keluarga ahli waris itu sendiri, dan biasanya yang paling 

banyak menerima harta waris adalah anak yang merawat orang 

tuanya semasa tua sampai meningal dunia.”
93

 

Sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan oleh penulis 

pada masyarakat Desa Kuwu mayoritas masyarakat belum begitu 

                                                             
91Moh. Faiz, Tokoh Agama, wawancara 03 Juni 2021 
92 Suhadi, Kepala Desa Kuwu, wawancara 04 Juli 2021 
93Fauzi, ketua RT Desa Kuwu, wawancara 05 Juni 2021 
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faham betul dengan hukum kewarisan secara islam maupun hukum-

hukum yang terdapat dalam kompilasi hukum islam. Dari hasil diatas 

dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Kuwu belum sepenuhnya 

menerapkan pembagian harta waris sesuai dengan ketetrapan hukum 

islam. Hal tersebut juga dikarenakan kurangnya penyuluhan dari 

kantor-kantor yang terkait yang dapat menunjang pemahaman 

masyarakat mengenai hukum waris islam. 

Berikut penulis paparkan presentase dari uraian wawancara 

terhadap informan yang penulis pilih di Desa Kuwu Kecamatan 

Dempet Kabupaten Demak: 

No Uraian Wawancara 

Jawaban 

Total Jumlah 

Ya 

Persentae 

(%) 

Tidak 

Persentase 

(%) 

1 

Apakah saudara pernah 

menerima waris 

7 100% 0 0% 7 100% 

 Jumlah  7 100% 0 0% 7 100% 

2 

Apakah saudara mengetahui 

bahwa didalam islam sudah 

diatur mengenai hukum waris 

4 57% 3 43% 7 100% 

 Jumlah  4 57% 3 43% 7 100% 

3 

Apakah saudara mengetahui 

bahwa  hukum waris juga 

4 57% 3 43% 7 100% 
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sudah diatur oleh perundang-

undangan Indonesia 

 Jawaban  4 57% 3 43% 7 100% 

4 

Apakah Saudara Mengetahui 

Apa Itu Kompilasi Hukum 

Islam 

2 30% 5 70% 7 100% 

 Jumlah  2 30% 5 70% 7 100% 

5 

Apakah saudara mengetahu 

didalam kompilasi hukum 

islam ada pasal-pasal 

mengenai hukum waris 

2 30% 5 70% 7 100% 

 Jumlah  2 30% 5 70% 7 100% 

6  

Apakah saudara mengetahu 

bahwa anak dari muwaris 

berhak mendapatkan harta 

waris 

7 100% 0 0% 7 100% 

Jawaban  7 100% 0 0% 7 100% 

7 

Apakah saudara mengetahu 

seberapa besar bagian yang 

didapat para ahli waris dalam 

pembagian harta waris 

3 43% 4 57% 7 100% 

Jawaban  3 43% 4 57% 7 100% 

Tabel 5 Uraian Wawancara
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BAB IV 

ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS 

A. Analisis Aspek Dalil Syara’ Kewarisan Islam 

Dilihat dari kronologi pelaksanan pembagian hata waris di Desa Kuwu 

Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dapat diketahui bahwa pembagian 

harta waris dilakukan ketika pewaris masih hidup dan dibagikan sama rata. 

Sebagaimana data yang penulis dapatkan, masyarakat melakukan 

pembagian harta waris dengan cara pewaris membagikannya secara 

langsung kepada para ahli waris semasa pewaris masih hidup dan 

membagikan dengan rata tanpa memperhatikan laki-laki ataupun 

perempuan. Hal yang demikian didalam hukum Islam bukan sebagai 

tindakan waris, melainkan perilaku hibah dari orang tua terhadap anaknya. 

Dalam hal ini Allah telah menjelaskan mengenai hibah dalam Q.S Al- 

Baqarah Ayat 177 yang berbunyi: 

انَْ توَُلُّوْا وُجُوْهَكُمْ لبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبرَِّ مَنْ اٰمَنَ  ٌْسَ الْبرَِّ لَ

ِ وَالْ  نَ ۚ وَاٰتىَ الْمَالَ عَلٰى حُبِّهّٖ ذَوِى باِللّٰه ىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبٌِّّٖ
ۤ
خِرِ وَالْمَلٰ ٌوَْمِ الْْٰ

لاَبِۚ وَالَاَمَ  ٌْنَ وَفىِ الرِّ لِ اۤىِٕ ٌْلٍِۙ وَالسَّ ٌْنَ وَابْنَ السَّبِ الْمرُْبٰى وَالٌْتَٰمٰى وَالْمَسٰكِ

كٰوةَ ۚ وَالْمُوْفوُْنَ  لٰوةَ وَاٰتىَ الزَّ ٌْنَ فىِ  الصَّ برِِ بعِهَْدِهِمْ اذَِا عَاهَدُوْا ۚ وَالصه

ىِٕنَ همُُ الْمُتَّموُْنَ 
ۤ
ىِٕنَ الَّذٌِنَْ صَدَلوُْا ۗوَاوُلٰ

ۤ
ٌْنَ الْبأَسِْۗ اوُلٰ اۤءِ وَحِ رَّ  الْبأَسَْاۤءِ وَالضَّ

Artinya: 

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke 

barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada 

Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-
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orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-

minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat 

dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, 

dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa 

peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah 

orang-orang yang bertakwa”.
94

  

Alasan yang menjadi pertimangan dalam kasus pelaksanaan 

pembagian waris di Desa Kuwu adalah kurang fahamnya masyarakat atas 

hukum  kewarisan Islam. Masyarakat melakukan tidakan tersebut dengan 

harapan agar tidak terjadi perselisihan didalam keluarga setelah pewaris 

meninggal dunia. Hasil dari itu berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa 

Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak ahli waris yang menerima 

harta waris hanyalah anak kandung dari pewaris saja. Hal ini sejalan 

dengan kandungan didalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 7, yang 

berbunyi: 

 

اترََكَالْوَالِدٰنوَِالْْلَْرَبوُْنَ  مَّ وَلِلنسَِّاۤءِنصٌَِْبمٌِّ اترََكَالْوَالِدٰنوَِالْْلَْرَبوُْنََۖ مَّ ٌْبمٌِّ جَالِنصَِ اللََّ لِلرِّ مِمَّ

ٌْباً نصَِ فْرُوْضًامِنْهُاوَْكَثرَُۗ مَّ  

Artinya:  

“bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua 

dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bagian yang telah ditetapkan.
95

 

 

 

                                                             
94 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Pustaka Assalam, 
2010)  
95 Ibid,. 
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Disertai juga dengan hadis Nabi yang berbunyi: 

 

ثنَاَ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أبٌَِهِ عَنْ ابْنِ  ٌْبٌ حَدَّ ثنَاَ وُهَ ثنَاَ مُسْلِمُ بْنُ إِبرَْاهٌِمَ حَدَّ حَدَّ

ٌْهِ وَسَلَّمَ ألَْحِموُا الْفَ  ُ عَلَ ِ صَلَّى اللََّّ رَائِضَ بأِهَْلِهَا فمََا عَبَّاسٍ لاَلَ لاَلَ رَسُولُ اللََّّ

ًَ فهَُوَ لِأوَْلىَ رَجُلٍ ذَكَرٍ   بمَِ

Artinya:  

“Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan 

kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari 

ayahnya dari Ibnu „Abbas mengatakan, Rasulullah shalallahu „alaihi 

wasallam bersabda: “Bagikanlah bagian fara‟idh (warisan yang telah 

ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris 

lekaki yang paling dekat (nasabnya)”
96

 

Dilihat dari segi tujuannya melakukan pembagian secara rata adalah 

untuk meraih kemaslahatan dan mencegah akan adanya kemafsadatan atau 

untuk menghilangkan kemadharatan. Sebagaimana diketahui bahwa 

masyarakat Desa Kuwu melakukan pembagian waris secara rata agar tidak 

adanya kesalah fahaman dan perselisihan diantara ahli waris. Hal ini 

sejalan dengan tujuan syari’ah untuk meraih kemaslahatan dan menolak 

kemafsadatan untuk menghilangkan kemadharatan. Menurut tujuan syara’ 

hal yang paling utama adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan harta. Sebagaimana yang tertera pada kaidah fiqih berikut ini: 

 

 دفع المفاسد ممدم على جلب المصالح

 

                                                             
96Abi Abdullah Muhammad, Sohih Bukhori, Juz 4. h.166 
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Artinya: 

 “Menolak mafsadah didahulikan daripada meraih maslahat”
97

 

Berdasarkan kaidah fiqih diatas, melakukan pembagian waris sesuai 

dengan ketetapan dalam Al-Qur’an merupakan bentuk kemaslahatan, 

namun berbeda konteksnya apabila para ahli waris merasa tidak terima dan 

akhirnya terjadi pertikaian.  

Masyarakat Desa Kuwu belum berpedoman Al-Qur’an dan Hadis 

dalam menentukan siapa saja ahli waris yang berhak menerima harta 

waris. Mereka hanya membagikan harta waris kepada anak-anaknya saja. 

sedangkan Ibu, bapak, saudara, dan seterusnya tidak mendapatkan harta 

waris, walaupun mereka masih hidup. Meskipun demikian hal tersebut 

boleh dilakukan karena pada dasarnya kewarisan merupakan sebuah 

perbuatan muamalah yang mana  ketetapan tersebut dapat diubah sesuai 

dengan kemaslahatannya. 

B. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam  

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salahsatu dasar hukum 

bagi masyarakat muslim di Indonesia. Salahsatu bagia yang diatur dalam 

KHI adalah mengenai hukum kewarisan. Hukum waris tersebut terdapat 

dalam Buku II KHI mulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 193, dari 

setiap pasal yang ada, kita dapat melihat secara jelas gambaran mengenai 

pembagian harta waris.  

                                                             
97 A. Jazuli, Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2007)  



85 

 

 
 

Sebelumnya penulis sudah memaparkan gambaran mengenai 

pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kuwu Kecamatan Dempet 

Kabupaten Demak. Selanjutnya penulis mencoba untuk menjelaskan 

tinjauan dari Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan dasar 

hukum yang digunakan oleh masyarakat. 

Masyarakat di Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak 

telah melakukan pembagian harta waris dengan cara pewaris 

membagikannya secara langsung kepada para ahli waris semasa pewaris 

masih hidup dan membagikan dengan rata tanpa memperhatikan laki-laki 

ataupun perempuan. Dalam pemahaman masyarakat ahli waris yang 

berhak menerima warisan hanyalah anak-anak dari pewaris saja. 

Tindakan membagikan harta ketika pewaris masih hidup merupan 

bukan tindakan waris, melainkan Hibah. Namun hal tersebut 

diperbolehkan dengan merujuk pada Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam 

yang berbunyi: 

“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai 

warisan”.
98

 

Berkaitan dengan musyawarah dalam kewarisan, menurut hemat 

penulis hal itu dapat dibenarkan.  Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 183 

berbunyi: 

“para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam 

pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagiannya”
99

 

                                                             
98 Tim Resaksi Nuansa Aulia, op.cit, h. 63 
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Pada pasal diatas menjelaskan bahwa para ahli waris diperbolehkan 

melakukan musyawarah untuk mufakat dalam melakukan pembagian harta 

waris, dan hukumnya sah apabila semua ahli warisrela menerima 

bagiannya berdasarkan ketetapan yang telah disepakati oleh semua pihak 

tersebut. Namun untuk menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris 

masyarakat Desa Kuwu belum menggunakan ketetapan dalam Kompilasi 

Hukum Islam. Khi menjelaskan kelompok yang berhak mendapatkan ahli 

waris dalam pasal 174 seperti yang telah penulis jelaskan di bab 

sebelumnya. 

                                                                                                                                                                       
99Tim Resaksi Nuansa Aulia, op.cit, h. 53 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari uraian pembahasan yang telah penulis lakukan 

diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Praktik pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak masih menggunakan 

hukum waris adat atau kebiasaan yaitu hukum hukum yang berlaku 

di masyarakat membagikan harta waris terhadap ahli waris secara 

merata dan pembagian ketika pewaris masih hidup dengan harapan 

dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antar keluarga. 

2. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, praktik pelaksanaan 

pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwu 

Kecamatan Dempet Kabupaten Demak belum sepenuhnya sesuai 

dengan dalil-dalil syara’ dan hukum waris KHI. Kebiasaan 

masyarakat Desa Kuwu membagikan harta waris sebelum pewaris 

meninggal dunia dibenarkan dalam KHI pada pasal 211, sedangkan 

tindakan waris hanya untuk anaknya saja adalah bentuk ketidak 

adilan. Seharusnya harta waris dibagikan kepada seluruh ahli waris 

yang telah ditetapkan dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. 

Akantetapi pembagian harta waris sah apabila semua ahli waris 

telah ridha membagi bagiannya secara kekeluargaan atau 
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perdamaian. Hal tersebut sesuai dengan pasal 183 Kompilasi 

Hukum Islam. 

B. Saran  

Hendaknya pembagian waris di Desa Kuwu Kecamatan Dempet 

Kabupaten Demak dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku. Apabila para ahli waris keberatan dengan ketetapan yang 

terdapat didalam Al-Qur’an maka pelaksanaan pembagiannya dilakukan 

musyawarah sampaidengan mencapai mufakat, dan para ahli waris 

sudah mengetahui bagiannya masing-masing sesuai dengan ketetapan 

hukum yang berlaku.  

Dalam menunjang pengetahuan mengenai kewarisan, maka 

pemerintah Desa Kuwu dan pejabat KUA setempat dirasa perlu 

mengadakan sosialisasi mengenai pembagian harta waris berdasarkan 

hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesai. 
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